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BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
-PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

"R

Menimbang :a. bahwa sebagai pedoman pengakuan, pengukuran
'~ dan pelaporan atas aset, kewajiban, -ekuitas,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan
keuangan, dengan Peraturan Bupati Ogan Komering
S Ulu Nomor 12 Tahun 2014 telah ditetapkan
e _ Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan
~ Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12
Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a,
masih terdapat beberapa materi muatan yang belum
diatur, untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan;

N
P

t{g?-;;-'f - . " ' ' ¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12
Tahun 2014 Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di
Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
" Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lémbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);'

Yok

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
~ Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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3.
4.
£ 6.
- 7.
8.
9.
10.

I,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355},

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20135
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang - Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
Nomor 4575), '

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran:

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
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11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007_
tentang Pengelolaan Uang = Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 -
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
~ tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
- 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
“Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun -
. 2013  tentang Pene¢rapan Standar Akuntansi
-Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemermtah
- Daerah; :

15.Peraturan ‘Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12
Tahun 2014 - tentang Kebijakan Akuntansi
.Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014

- Nomor 12). .

D e

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN ‘BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR
12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
'PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Y

Pasal I

' Keténtuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun

201

tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 12),
diubah sebagal benkut

1.

iantara Lampiran V dan Lampiran VI disisipkan 1 (satu) Lampiran
aru yakni Lampiran V.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
ari Peraturan Bupati ini.
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2. Lampiran VIII diubah , scbagalmana tercantum dalam Lampiran VIII

yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. ﬂilantara Lampiran IX dan Lampiran X disisipkan 1 (satu) Lampiran
baru yakni Lampiran IX.A yang merupakan baglan tidak terplsahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuhdangkan.
-Agar setlap orang - -mengetahuinya, memenntahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dltetapkan di Baturaja.
-pada tanggal, 29 September 2015
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Diundangkan di Baturaja . - ,ZZ g;{( i
pada tanggal, September 2015 ' { '
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN '

oy OGAN KOMERING ULU,
__._———-"\:14

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
: TAHUN 2015 NOMOR 27




LAMPIRAN V.A =

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG , . ‘
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU

PIUTANG

- A.PENDAHULUAN |
Salah satu pos yang penting di Neraca adalah piutang, dimana pada tanggal laporan
. keuangan, apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai

. penambahan aset pemerintah berupa piutang. Piutang di dalam Neraca mencantumkan

”’"k" : sekuraL -kurangnya piutang pajak dan bukan pajak.

' alam praktik banyak perlstlwa yang menyebabkan timbulnya plutang, yang

: merup an salah satu aset penambah kekayaa.n bersih pemerintah. Hak pemerintah ini
tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak, tetapi juga sumber daya
ekonomi lain akibat pcrisﬁwa—peristiwa masa lalu yang menimbulkan hak pemerintah.

- Pendapatan berupa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa, merupakan . '
sumber pendapatan utama pemerintah untuk memblayal keperluan dacrah, seperti yang
tercantum dalam APBD

eristiwa atau transaksi lain yang menimbulkan hak-pemeﬁntah untuk menagih,

antara Jain timbul dari perikatan misalnya transaksi pemberian pinjaman oleh pemerintah,
jual beli atau pertukaran, kemitraan, dan pemberian jasa-jasa yang telah dilakukan
pemerintah. Peristiwa lainnya adalah berkmtan déngan timbulnya hak taglh dalam hal

terjadi kerugian negara maupun putusan pengadllan

clanjutnya juga perlu diberikan pedoman terhadap pengakuan timbulnya hak tagih
atas pungutan pendapatan negara/daerah, peﬁkatan, tuntutan ganti rugi serta akibat
keputusan pengadilan. Selama ini dikenal pengakuan dan pencatatan piutang berdasarkan
nilai rlominal saja, tanpa memperhitungkan kolektibilitas sesuai dengan sifat dan
karakteristik debitur. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian moril bagi bangsa dan
negara ((moral hazard) yang tinggi atas akuntansi piutang, karena dapat menimbulkan
-adanya|hak pemerintah untuk menagih, yang tidak dilaporkan atau yang disalahgunakan
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» Piptang adalah hak pemenntah untuk menerima pembayaran dari entitas lain
termasuk wajib pajak/bayar atas keglatan yang dilaksanakazn oleh pemermtah Hal
inl senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan _bahwa piutang adalah
manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

» Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkman tidak

dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
datE/atau entitas lain. | ;' | | _
> Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap
ir periode anggaran sesuai perkembaﬁgan kualitas piutang. |
> Pe!nilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan
alitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan
modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan
penyisihan saldo piutang yang mungkin yang mungkin tidak dapat ditagih,
| mc%arupakan upaya untuk menilai kualitas piutang. i |
"
C. PERISTIWA YANG MENIMBULKAN PIUTANG
1. Pungutan Pendapatan Dacrah
_ imbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena
adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya
yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan,
Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfér,

“dan L:J.in—lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dimana dalam komponen Pendapatan

Asli Daerah terdapat Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
a. Piutang Pajak .
enurut Undang-undang mengenai perpajakan, Pajak adalah kontribusi wa_ub'
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan
mempertimbangkan bahwa pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/dacrah
yang éljamm dengan undang—undang dan tidak dldasarkan pada penyerahan suatu

-prestasg kepada pembayar pajak, maka sesuai Standar Akuntan51 Pemerintahan, piutang
" pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul.
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”J_"erdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu menggunakan
self assessmenf dimana waij pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendirt, dan
melalm penetapan oleh Dinas Pendapatan Daerah, _ '

Dalam hal digunakan self assessment, seperti untuk Pajak Penghasilan, dlmana .
batas akhlr penyampaian SPT Tahunan pada akhir Maret tahun berikutnya, maka pada
akhir tahun buku, apabila ada Surat Ketetapan Pajak, baik yang berkenaén dengan tahun
pajak yang lalu maupun tahun pajak yang berjalan, merupakan dasar untuk menimbulkan
tagihan kepada wajib pajak dikurangi dengan jumlah yang telah diterima di rekening kas
negara, Dengan demikian di neraca disajikan sebesar tunggakan pajak yang belum
diIunaii oleh wajib pajak. |

'Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh Dinas
Penda;Latan Daerah, misalﬂya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak
Reklame maka piutang pajak diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dokumen

lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan dikurangi dengan Jumlah yang telah

ditemrI a dari wajib pajak. 7 _

Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai
Jenis kewajiban pajak terscbut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam hal
tejadi| hal yang demikian, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang
memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak
maka pencatatan kekurangan pembayaran pa_]ak tetap dicatat sebagai plutang

b. Piutang Selain Pajak
iutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah selain pajak banyak sekali

_jenisnya. Di lingkup pemerintah daerah antara lain terdapat piutang retribusi, yaitu
:‘Jv imbalaln yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakaf sehubungan dengan

pelayanan yang diberikan, mlsalnya retribusi kesehatan dan ijin trayek
Satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan
pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban
menyelenggarakan administrasi penagihan pehdapatan. Piutang ini baru dapat diproses
dalam |sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan_ |
terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Disamping itu apabila pada akhir periode
pelaporan masih ada tagihan pendapatan'yang belum ada surat pcnagihdnnya, satuan
kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan
dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber
untuk mengakui piutang, untuk disajikan di neraca

Rewsi KelJijakan Alatntansi Pemerintzh Kabupaten Ogan Komering Ulu 3
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Piutang atas bagian laba BUMD berupa dividen tunai timbul apabila pada suatu
tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam
RUPS [tersebut telah ditetapkan besamya' bagian lab%a. berupa dividen tunai yang harus
disetor| ke kas Negara/daerah- Apabila ﬁersyaratan aokumen sésuai dengan ketentuan
peraturan penmdang—nndangan telah dxpenuhl namun sampm dengan tanggal 31
Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya

Piutang atas Bagian Laba BUMD berupa dividen tuna1 tersebut

Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai
dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayarannya. Dalam hal
penyelesaian piutang oleh instansi pemerintéh tidak berhasil dan piutahg tersebut
dikategorikan sebagai piutang macet, maka instansi pemefintah tersebut menyeralﬂcén
pengurtisannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan proses
penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap piutang yang telah

dilimpahkan ini, satuan kerja yang mempunyai piutang tetap mengakui piutang tersebut .
sebagail asetnya di Neraca satuan kerja yang bersangkutan dan harus mengungkapkan

. mengenai piutang yahg dilimpahkan penagihannya tersebut pada Catatan atas Laporan

Keuangan. Panitia Urusan Piutang Negara tidak mengakui pelimpahan piutang yang
diterimanya scebagai aset, tetapi wajib mengungkapkan piutang yang ditcrimanya dari
satuan (kerja lain untuk dilakukan penagihan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Demikian pula apabila ada barang jaminan yang dikuasainya milik satuan kerja lain, juga
wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, . '

| elanjutnya terhadap penghapusan piutang tersebut d1 atas, baru dapat dilakukan
apabila proses penagihan melalui PUPN telah dilakukan secara optimal. Penghapusan |
piutang dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlakuPiutang yang telah dihapusbukukan tersebut, tetap- harus
dipelihara pencatatannya secara ekstracomptabel. | |

2. Perikatan

Terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang
menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, penjualan kredit, kemitraan,

a, Pemberian Pinjaman :

Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman
yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan

 swasta]atau orgamsa51 lainnya.
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Pada umumnya ketentuan dan persyaratan timbulnya piﬁjaman tersebut dituangkan
dalam uatu naskah perjanjian pinjaman,Pengakuan piutang dilakukan pada saat terjadi
realisai::i pengeluaran uang dari rekening Kas Daerah, dan piutang tersebut berkurang
apabila ada penerimaan di rekening Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan
angsuran pokok pinjaman atau pehmasan

\pabila dalam naskah perjanjian plnjaman dxatur mengenai bunga dan denda maka
setiap tanggal pelaporan keuangan, diakui adanya piutang burga atau denda sebesar
bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.
Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang ‘berkaitan &engan pemberian
pinjamtn, dicatat sebagai pendapatan. |

" b. Jual Beli

. A Bemerintah - dapat melakukan pemindahtangahan ‘Barang Milik Daerah; sesuai
{"‘*’f _ dengéh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada jenis dan batas nilai

tertentt harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Pemindahtanganan
" barang| ini antara lain dapat ciilakukan melalui penjualan. Penjualan barahg dapat
dilakukan secara tunai, cicilan atau angsﬁran. Apabila penjualan dilakukan secara cicilan
atau anjgsuran maka sisa tagihan terscbuf diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan
disajikhn di neraca sebagai aset sesuai dengan ketentuan pcmndang—unddngan yang
berlakl.

. Kemitraan
[Balam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau
dikuasil pemerintzh, instansi pemerintah diperkenankan melakukan kemitraan dengan

pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Kemitraan ini antara lain dapat berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah
Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kemitraan tersebut dituangkan |
dalam |naskah perjanjian kerja sama. Piutang pemerintah timbul jika terdapat hak
pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan tanggal pelaporan

keuangan belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.

d. Imbalan Fasilitas/Jasa

Biutang pemerintah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang
diberikan oleh pémerintah kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada
perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Apabila dalam
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pembel'ian fasilitas atau jasa tersebut pemerintah berhak untuk memperoleh imbalan yang
dapat dinilai dengan uang maka hak tersebut diakui sebagai pendapatan bukan pajak dan
harus t{iituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian fasilitas/jasa. Hak pemerintah
ﬁtas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan tanggal pelaporan
keuangan belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan

di neraca.

3. Kerugian Daerah
" Piutang atas kerugian Daerah sering disebut sebagai piutarig Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan
langsung pegéwai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang
karena| lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
ey Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau
ﬂ:‘: P perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. , '
Penyelesalan atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat

: dllakukan dengan cara damai (di luar pengadﬂan) atau melalul pengadilan. Apabila -
'penyelfsalan tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan
selesaiidan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dari pihak yang
bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan
disajikl.m di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendataﬁg dan
disajikém sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam
~ waktu 12 bulan mendatang.
alam hal yang bersangkutan memilih menggunakan ]alur pengadilan, pengakuan
. piutang dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Apabila terdapat barang/uang yang
T © disita bleh Negara/dacrah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam
Cata i atas Laporan Keuangan. |
t ,
D. KL’ASIFIKASI PIUTANG
1. Berdasarkan pungutan, terdiri atas:
a. Pttutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
b. Prutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten; |
¢. Pjutang Retribusi;
d. piutang Pendapatan Asli Daerah Lamnya.
2. Berllasarkan Perikatan, terdiri atas:
| a. P%mbeﬁan Pinjaman;

|
|
i
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b. Penjualan;
' ¢. Kemitraan; 7
d. Pemberian Fasilitas.

- 3. Berdasarkan Transfer antar Pemerintah, terdiri atas:

a. Pl'utang Dana Bagi Hasil;
b. Piutang Dana Alokasi Umum;
c. Pjutang Dana Alokési Khusus;
d. Pjutang Dana Otonomi Khusus;
e. Pjutang Transfer Lainnya;
* f. Piutang Bagi Hasil dari Provinsi;
" g. Piutang Transfer Antar Daerah;
h. Ilutang Kelebihan Transfer.

4, Karena Tuntutan Ganti Rugi, terdiri atas:
a. Biutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai
egeri Bukan Bendahara; '

b. Plutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

E. PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN _

Pendapatan daerah secara umum terdiri dari pendapatan pajak dan selain pajak.
Pendapatan selain pajak ini, pada pemerintah dacrah antara lain dikenal dengan retribusi,
pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan asli daerah. Pendapatan hibah yang
diterima oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bisa dalam bentuk kas maupun.,
non kds. Walaupun ada dasar yang kuat bagi negara untuk memungut, dalam praktik
dapat terjadi bahwa pendapatan yang seharusnya telah menjadi hak negara/daerah oleh
wajib bayar belum dilunasi dengan berbagai alasan. Dalam hal demikian, akan timbul
piutang oleh Pemerintah Pusat/daerah. o

1. Jenis Piutang Berdasarkan Pungutan
Piutang pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu pajak dan selain pajak. Piutang pada

- Pemerintah Daerah , antara lain:
* « Piutang Pajak;

+ Piutang Retribusi; -

-« Piutang PAD Lainnya.
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a. Piutang Pajak

" ‘Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pa_|ak sebagaimana
diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang
belum ilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota antara lain:
a. Pajak Hotel; '
b. Paj ak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir; '
h. Pajak Air Tanah;

g i. Pajak Sarang Burung Walet;

' 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; da.n

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai
yang tl:rcantum dalam SKP yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh
Wajib Bayar. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga
akhir periode belum dibayar oleh Wajib Bayar.

b. Pmtang Retribusi
etribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pembenan ijin atau jasa kepada
%:% | orang pribadi atau badan, Berdasarkan UU yang mengatur tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya, antara lain:
a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha;

" ¢. Perizinan Tertentu.

Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan
retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Kétetzipﬁh Retribusi Daerah (SKRD) atau
dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD
adalah lsurat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya
jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka
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akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk

melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi admunstra31 berupa bunga dan/atau

denda. |Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang
- tercantum dalam STRD.

¢. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya :

iutang karena potenst PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan
yang djpisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan
aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan
aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya. PAD lainnya ini pada umumnya berasal dari
hasil pTrikatan yang akan dibahas dalam bab tersendiri. |

2. Pengakuan Piutang Berdasarkali Pungutan
‘(-ﬁ% | _ éebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari pungutan
pendapatan daerah, secara garis besar antara lain piutang pajak dan piutang selain pajak.
Pengajuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah, didahului dcngan pengakuan
p

terhad

pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut.
Untuk gfapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria:
1. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
 2.Tel dlterbltkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penaglhan

engakuan pendapatan pajak yang menganut sistem self assessment, setiap wajib
pajak |wajib membayar paJak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bldang perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya

-

Bt
P Atk

L surat Ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai

keten perundang-undangan perpajakan dan diberitahukan melalui Surat
Pemberitahuan yang wajib d1sampa1kan oleh WP ke instansi terkait '
Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wa_ub
melundsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum
dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan diterbitkan Surat Tagihan
Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besémya piutang pajak pada pemerintah daerah
menurt ketentuan yang mengatur perpajakan diakui pada saat diterbitkan surat tagihan
pajak htau surat ketetapan pajak dan seterusnya pengakuan piutang dapat dilakukan
apabild tidak ada keberatan dari Wajib Pajak.
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Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk' diakui sebagai
pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa

- waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat ‘diakui sebagai piutang. Penetapan )

perhitungan taksiran pendapatan dlmaksud harus didukung oleh bukti- buktl yang kuat
dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu penode akuntansi benkumya B
‘erhadap piutang yang penaglhannya diserahkan kepada PUPN maka piutang

tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang berarti tidak terjadi

pengaljhan pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang
diserahkan ke PUPN tersebut.

3. Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan _ :
Pmtang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah
diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum ‘dalam tagihan.

_ Secara| umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah

pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas
daerah'oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan,
maka j amlah piutang yang menjadi hak pemerintah pemerintah daerah sebesar nilai yang
tercanthm dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan
adalah sebagai berikut: |

a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dan setiap taglhan yang ditetapkan

berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. _
b. 'DiSijikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan
terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding. | —
c. D:ljikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masth proses
banding atas keberatan dan betum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) untuk
siuthng yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan
piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

4. Penyajian Piutang di Neraca.

ILenyajlan piutang yang berasal dan peraturan perundang-undangan merupakan |
tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun berikutnya °
sehingla tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang
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' disajikan di neraca. sebagal Aset Lancar.

F. PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN

yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di nera';;:a sebagai Aset Lancar
apabila jatuh tempo kurang dari satu tahun buku dan disertai dengan penyisihannya.
3. Pengiungkapan pada Catatan atas Laboran Keuéngan (CaLK)

Plutang dlsa_ukan dan diungkapkan secara memadax Informa31 mengenal akun
piu dlungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuvangan. Informasi
d1mak§ud dapat berupa
a. Kebkjakan akuntans1 yang dlgunakan dalam pengakuan, perhlalan dan pengukuran

piutang;

b. Rincian jenis-j ems saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

- ¢. Penjelasan atas penyeleszuan piutang, masih di Pemerintah Daerah atau sudah

dlsc}ahkan penaglhannya kepada PUPN;

d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Penyajian piﬁtang yang ‘timbul karena peraturan perundang-undangan merupakan

‘tagihani yang hards dilunasi oleh para Wa_]lb bayar. pada periode berjalan tahun dan

1. Jenis Piutang Perikatan |

eristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang sepérﬁ yang telah dijelaském }
dimuka, antara lain berasal dan perikatan, Jenis piutang yang timbul berdasarkan
perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. Jenis-jenis.'
piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan yang mendasarinya _
sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, yaitu berdasarkan pemberian pinjaman, jual

beli, pemberian jasa, dan kemitraan

a. Piutang Pemberian Pinjaman - :

jutang yang berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah
daerah}pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau
organisasi lainnya. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan olch pemerintah bermacam-
macam antara lain:
1). Pittang yang timbul dari penerusan pinjaman [uar negeri (Subsidiary Loan
Agreement/SLA) 'yaitu Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan
Daerah (RPD);. |

I

11
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yang timbul dari Dana Bergulir. _

letentuan dan persyaratan timbulnya _piutang; dituangkan dalam suatu naskah
perjanjlan pinjaman antara pihak-pihak terkait, dan pengakuan timbulnya piutang,
dilakukan pada saat teqadl realisasi pengeluaran dan kas daerah. Piutang tersebut
berkurang apabila’ terjadl penenmaan angsuran pokok pinjaman dl rekening kas daerah.
Apabila dalam peljanjlan pinjaman diatur mengenai denda, blmga, blaya komitmen,
maka iap akhir perlode pelaporan harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan
biaya komitmen yang harus dlkenakan untuk penode ber_]alan yang terutang sampai
dengan tanggal peIaporan .

Piutang yang timbul dari taglhan atas pembenan pmjaman harus d1k1a31ﬁka31kan
berdasarkan periode jatuh temponya schingga dapat dibedakan yang harus

- diklasifikasikan pada aset lancar maupun yang diklasifikasikan pada aset non lancar.

Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran
dan ydng akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya
dikelompokkan sebagai aset lancar.

iutang yang timbul dari Dana Bergulir , karena mempunyai karakteristik tersendiri

dan pengelolaannya berbeda dengan piutang biasa. Piutang karena penerusan pinjaman

(sub loan agreement) tidak termasuk dalam lingkup piutang ini melainkan diakui sebagai

Investasi Non Permanen.

b. Piutang Pen]ualan Kredit

jutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa
pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Pemmdahtanganan barang milik
negam}daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau
disenaLan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih, harus didukung dengan bukti
yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik negara/ daerah. '

enjualan barang milik negara yang dilakukan secara cicilan/angsuran (trﬁéalnya
.penjmtn rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya 'dapat

i satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan
bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yahg meﬁyatakan bahwa barang milik

melebi

negara/dacrah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran

agihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir
periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu (1) kelompok
jumnlah| yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, dan (2) kelompok
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jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap

kelompok (1) disajikan sebagai aset der)gan akun Bagian Laticar Tagihén Penjualan
Angsu}an dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset

Lainnya.

c. Pintang Kemitraan

alam rangka mengoptunalkan pcmanfaatan Barang Mlllk Negara/Daerah,
misalng'a tanah atau bangunan yang mcnganggur (idle), satuan kei]a diperkenankan untuk
melak‘&kan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
prinsip saling meniguntlmgkan. Kemitraan dengan pihak lain antara lain dapat berupa:

1). Pegi'anjian Sewa , )
| S ) ;
Perjanjian sewa pada umumnya bertujuan untuk memadnfaatkan barang milik

negara/ dacrah antara lain'berup'a penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat

- berat milik pemenntah Persyaratan sewa menyewa dituangkan dalam naskah perjanjian

sewa tlnenyewa, dengan menetapkan hak dan kewajlban masing-masing pihak dengan’ |

jelas selama masa manfaat.

Berdasfarkan naskah perjanjian sewa menyewa, apabila ada hak tagih atas suatu
i . e .

peman!faatan barang milik negara/daerah, maka hak tersebut dicatat sebagai piutang di

' |

neraca'.

2). Kerjasama Pemanfaatan

I:{eljaséma pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh
pihak ,llain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara
bukan% ajak/pendapatan daerah.

3). Bafgun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
lgangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh plhak

ketigafinvestor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau

. sarana! lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut

kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban
pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak kctiga/'mvestor.APémbayaran ini
dapat juga dilakukan secara bagi hasil. |

Bangu'n Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah
oleh | ihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan
bangunan dan/atay sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan
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(mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian
menyerahkan kembali pengoperasiannya kcpada pemenntah setélah berakhu‘nya jangka
waktu ersebut. ,

ada umumnya selama masa waktu yang dxsepakatl pemenntah memperoleh
pendapgatan berdasarkan kesepakatan yang dlsetu_|m terlebih dahulu dalam perjanjian.
Berdadarkan naskah pcljanjlan, dapat dlketahm adanya hak taglh pemerintah. Piutang
atas peristiwa mi timbul pada saat dntandatangamnya ‘perjanjian kemitraan yang

menimbulkan hak tagih kepada entitas dan dicatat sebagai aset di neraca.

2. Pengakuan Piutang Perikatan _

eristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di
atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian - pinjaman, penjualan kredit . dan
kemi , dapat diakui sebagai piutang- dan ‘dicatat sebagai' aset di neraca, apabila
memenuhi Kriteria: '
a. Did g dengan naskah peqanjlan yang mcnyatakan hak dan kewajiban secara jelas; -
b. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.

_3 Pengukuran Piutang Perikatan

perikatan, adalah sebagai berikut :

Ex:gukuran atas penstlwa-penstlwa yang memmbulkan plutang yang berasal dari
a. Piutang Pemberian Pinjaman

Piutang akibat pembcnan pinjaman dinilai dengan Jumlah yang dikeluarkan dari kas -

negara/daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus duulax dengan nilai wajar
pa | tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. - '
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman dlatur mengenai kewapban bunga, denda,
commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode
pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya
pada periode ‘berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dcngén akhir periode
pelaporan. -

b. Piutang Penjualan Kredit
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang
teritang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian
dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar
nilai bersihnya.
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c. Piutang Kcmltraan
" Piutang yang timbul dlakm bcrdasarkan ketentuan ketcntuan yang dlpersyaratkan'_

dalam naskah perjanjian kemlt:aan. '
4. Penyajian Neraca '

enyajian piutang dan taglhan yang berasal dan pembenan pinjaman, jual beli,

: pembc;tan jasa, dan kemltraan dlsajlkan dalam neraca sebagai -Aset Lancar atau Aset

Lainnyg sesuai dengan tanggal jatuh temponya Hustrasi penyajlannya di neraca adalah
sebagai berikut:
| PEMERINTAH DAERAH
! - _ NERACA
I PER 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR Kewajiban Jangka Pendek XXX
........ Kewajiban Jangka Panjang | xxx
Piutang Pajak . XXX ; .
Piutang Retribusi XXX EKUITAS DANA :
Piutang Lain-lain PAD yang sah | : xxx Ekuitas XXX
Bagian Lancar Tagihan ... XXX
‘Penyisihan Piutang Tzdak Tertaglh (xxx)
ASET TETAP :
ASET LAINNYA

© 5.Pen ungkapan CALK

etelah disajikan di neraca, mformas1 mengenai akun piutang dxungkapkan dalam
Cata
a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran
seluruh jenis piutang; ' '

atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

" b. Rindian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektlbllltasnya
¢ Penj elasan atas penyelesaian piutang, masih di kementerian negara/lembaga atau sudah

diserahkan penagihannya kepada PUPN.

G. PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

1, Jenis Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Kemungkinan tetrjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang
disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh
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pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena
adanya kerugian negara/daerah. |
Secaralumum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber
timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu:
a. Piuting yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pehgenaan ganti kerugian |

negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung

ataupun ﬁdék Iégsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yailg dilakukan oleh

pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian

negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. |
b. Piutang yang timbul dari akibat Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau
perbuatan melawan hukum mengakxhatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan
Perbendaharaan dikenakan 6Ieh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. | i

2 Pengakuan Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan déngan'TP/T GR, harus didukung
dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang x_ncriunjukkan
bahwa| penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

- SKT™M rnefupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi

tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugiah tersebut. Walaupun yang
bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru
dilakukan setelah terdapat surat ketetapan.,

3. Pen}fukuran Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan

epgukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas,
dilakukan sebagai berikut:
a. Disdjikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan
~ yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan
penyelesaian yang telah ditetapkan; '
b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (duva belas)
bulan berikutnya. '
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H. PENGHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG
1. Penrs]han Piutang Tidak Tertaglh

set berupa piutang di neraca harus terjaga agar mlamya sama dengan nilai bersih
yang dapat direalisasikan (net realizable value). Alat untuk menyesualkan adalah dengan
* melak penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih
harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati—ﬁatian ini sangat diperlukan -
- agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagili atas piutang
yang ada per tanggal neraca. |

enyisthan piutang dlperluttmgkan dan dibukukan dengan periode yang sama
timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betu! diharapkan .
dapat Witagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapaf diprediksi
berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo
~ piutan yang masih outstanding. Berhubung kole]_ctibilitas piutang harus dipertimbangkan
sebagdi suatu loss contingéncy, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang
: memngkinkan untuk menjaga’ aset dari kemungkinan kerugian yang dapat
diperh tungkan secara rasional. | '
 Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertaglh terdiri atas taksiran
kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan

terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan-(net realizable value) yéng tersaji di
neracal . S |
eﬁyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau
 dari _]umlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada '
hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang dltempuh
pemerintah dalam menetapkan dan menaglh piutang.

enyisihan plutang tak tertaglh bukan -merupakan penghapusan plutang. _
Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata .
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang -
~ tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutahg pokok masih tercantum atau belum
dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

' enyisihan piutang hendaknya dibuat aturannya terlebih dahulu Jumlah yang
d1s1den sebagai piutang tak tertaglh menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam
laporaJ keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk
kelen an informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar

penyisihannya seyogyanya dijelaskan dalam CaL.K.
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a. Perlhtungan Penyisihan Piutang
Penentuan besarnya persentase penyisihan plutang tidak textag1h harus berdasarkan ,
suatu Kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan, baik untuk Pemerintah

Pusat maupun pemenntah daerah.

Dalam menetapkan kebljakan akuntansi penylmhan piutang yang didasarkan pada.
umur piutang sebaiknya dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur
maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Jenis piutang sangat bervariasi dan
kemungkinan tidak tertagihjuga sangat bervariasi, sangat tergantung pada karakteristik
piutang yang bersaﬁgkutan. Oleh karena itu sangat diperlukan penga]amah dan sikap
kehati-hatian dalam menetapkan besarnya penyisihan piutang.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

-1).!Kualitas Piutang Lancar;
2).|Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3).[Kualitas Piutang Diragukan;
" 4).|Kualitas Piutang Macet.
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak

yang terdiri dari:
1. Pa]ak Dibayar Sendm Oleh Wajib Pajak (self assessment) dan

2).|Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh
Wajib [Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

1).Kualitas lancar, dengan kriteria:
a).|Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

b). Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
¢).|Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
d). Wajib Pajak likuid; dan/atan

e).|Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
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2). Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
a). Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

b). Wa] ib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
' c). W a] 1b Pajak menyemjul sebagian hasﬂ pemeriksaan; dan/atau '

~d). W ajib Pajak menga_lukan keberatan/banding. -

3). Kualltas Dlragukan, dengan kriteria:
a). Umur piutang 3 sampm dengan 5 tahun; danfatau

I

b). iWaJ ib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

_ ¢). Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

i " d).Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
-4). EKnalitas Macet, dengan kriteria:
}
a). Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
b). Wajlb Pajak tldak ditemukan; dan/atau
c). ,Wajlb Pajak bangkrut/memnggal dunia; da:ﬂatau '
d). !Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).
'Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala
Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:
tﬁq:;."; . i
Yo '

1).{Kualitas Lancar, dengan kriteria:

a). Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

b).\Wajib Pajak kooperatif; dan/atau ' .
c). Wajlb Pajak likuid; dan/atau

d). Wa_]lb Pajak tidak mengajukan kebcratan/bandmg.

2). Kualitas Kurang Lancar, dengén kriteria:

a).{Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

b).iWajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau

19
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c). Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

3). Kualitas Diragukan, denghn kriteria:
"a), Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

b). [Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

¢). Wajib Pajak mengatami kesulitan likuiditas.

4). Kualitas Macet, dengan kriteria:
a). Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

b). Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau -
' ¢). Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

d).Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek obyek
Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
1). Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

2). Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
3). Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;

4).Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi,
dilakukan dengan ketentuan:

1).|[Kualitas Lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan;

2).{Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu} bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

3).|Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggatl Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

4).|Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhmmg sejak tanggal
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
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1 | Lancar S 0,5 %
. - Kurang Lancar 10 % *
Diragukan ' 50%*
- Macet - 100 % *
Taksiran Piutang Tak Tertagih sebesar X % dari Piutang setelah dikurangi dengan

nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
nyisihan Piutang Tidak Tertagih umtuk Pajak, ditetapkan sebesar:

Pej
1).

2).

Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

Kualitas Kurémg Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas
kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika

ada);
Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan
kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

3).

(jika ada); dan

Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4).

> 4
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| Penyisihan Piutang Tidak Tertaglh untuk objek Retnbusn, ditetapkan sebesar.
1).t Kualitas Lancar sebesar 0. 5%;

2).| Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas
' kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika -
ada); ' .

3)] Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan

kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(Gika ada) dan ' |

- 4)4 Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet
setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). |

. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi,
diJetapkan sebesar: '
~ 1)/0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

- 2)) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutahg dengan kualitas kurang lancar setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3)] 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah

dlkurangl dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

4).: 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

.rj'“ Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
Pe'pcatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan,
aprlla masih terdapat saldo piutang, maka dlhltung nilai penylslhan piutang tidak
tertagxh sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melalcukan evaluasx terhadap
perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas pmtang ‘masih
 sama, maka tidak perlu dilakukan jumal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam
CALK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang scharusnya
disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang
méningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap
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nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang scharusnya
I _ .
disfaj ikan dalam neraca dengan saldo awal.

- 2. Pethentlan Pengakuan Pmtang

_ Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk -
yang dltempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentlan
pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu
sehmg%a tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentxan pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan
kérenal adanya penghapusan. Sesuai dengan Pemtman Pemerintah, penghapusan piutang
dikenagl dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak
Perigh?apusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah
dari piembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara
mutlaléi dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

Prosedur hapus tagih piutang negara harus dirancang sebagai prosedur yang taat-
hukurdl, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan

, dengar& penuh ketelitian, berbasis Good Corporate Governance (GCG), dengan dokumen

pcnghapusan yang formal, transparan & akuntabel, dan harus berdarnpak posmf bagi
pemenntah
Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan
akunta;nsi untuk piutang, merupakan dua ha! yang harus diperlakukan secara terpisah.
Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses

‘dan keizputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai

dengan net realizable value-nya.

'i‘ujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang

~lebih tepat dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (revenue).Neraca
' menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substan51 ekonormk piutang tak tertaglh

menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketldakmampuan debitur untuk
memblayar, ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit
berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.

f’enghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih
secara| perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai
konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya
hak tagih berartimenghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan

" suatu |keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak

i
1
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masih

piutan

penaglhan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan -

melakukan hépus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji
"(over's) ted), sehingga tidak menyajikan informasi. s'ecara-'andal Penghapusbukuan

tidak otomatis -menghapus hak tagih yuridis-formil. Di lain pihak, upaya

menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini

dicatat secara ekstra comptabel.

Neraca adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang

‘pengakuan keuangan bagi publik. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat/publik yang

namanya tidak tercantum dalam daftar piutang yang merupakan lampiran Laporan

Keuan;

pan atau tidak ada keterangan rinci pada Catatan atas Laporan Keuangan, padahal

mereka mempunyai utang, maka mereka merasa dibebaskan dari kewajiban membayar.

dapat

Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusasaan tentang penaglhan suatu piutang,

diawali/diiringi suatu pengumuman yundls-formll tentang suatu pembebasan

piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau scluruhnya, disertai alasan dan latar

. belakang keputusan; Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus
~ kegiatan penagihan piutang. Apabila piutang dlhapusbukuka.n, piutang dialihkan dari

pencatatan intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

secara

Miperlukan laporan off balance sheet tentang piutang yang dihapusbukukan namun
yuridis-formil belum dihapus, dan atau belum diberitahukan kepada pihak

berutang serta masih harus terus ditagih secara mten31f
Dalam| Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan dasar pertlmbangan penghapusbukuan
dan jumlahnya.

a. Peng

shapusbukuan Piutang (write-off)

Penghapusbukuan piutang merupakan konsckuens1 penghapustagihan piutang,

Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang

berwe;
dok

1ang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan
en yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan Dalam Peraturan Pemerintah

tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, pcnghapusbukuan ini dikenal

sebagal Penghapusan secara Bersyarat, yaitu menghapuskan Piutang Negara/Daerah
tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
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Kriteria Penghapusbukuan Piutang

Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagal berikut:
1) Pe ghapusbukuan harus memberi manfaat yang leblh besar daripada kerugian
pi-ghapusbukuan ‘

a). Memberi gambaran obyektlf tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan
éntitas pelaporan '

- b). Memberi gainbaran ekuitas lebih obyektif, .tentz.’;ng penurunan ekuitas.

c). | Mengurangi beban administrasi/akuntansiuntuk mencatat hal-hal yang tak
Tungkm terealisasi tag1hannya o

2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dan penghapusbukuan pada
neraca pemenntah apabila perlu, sebelum dxﬁnahsam dan diajukan kepada pengambil
keputusan penghapusbukuan.

3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal oforitas tertinggi yang berwenang

| me&yatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). Pengambil kepumsan

penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu

sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas
ukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Akuntansi Penghapusbukuan Piutang

erdasarkan keputusan penghapusbukuan piutang sebagaJ dokumen sumber,
piutang tersebut dihapuskan dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian. -
Meskipun dihapusbukukan, tetapi satuan kerja harus tetap mencatat jumlah piutang
secaralekstrakomptabel.
Pengungkapan Penghapusbukuan

enghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas
Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya
jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor & tanggal keputusan penghapusan
piutang, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

b. Penghapustagihan Piutang

Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola agar
kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. Penghapustagihan
adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuhk dengan konsekuensi ekonomik,
kemurgkinan hilangnya hak tagih dan atau hak menerima tagihan. Oleh karena itu,
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penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan
kebij yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah
secara hukum dan ekonomik, ' | ' ' : '
]]:'enghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh
satum\tkerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan ketja yang bersangkutan tidak .
diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang Berlaku_.
Misalrllya, tethadap piutang PNBP yang tidak dapat ditagih oleh instansi/satuan kerja
Kemetlnerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat, penagihannya harus dilimpahkan
kepadJa PUPN, | R )
Sementara itu, instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya
di nerhca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke PUPN. Setelah
mekanisme penagihan melatui PUPN tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat
keputusan dari PUPN, dapat dilakukan pehghapustagihan. Dalam Peraturan Pemerintah
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusbukuan ini dikenal
sebagai Penghapusan sebagai Penghapusan' secara Mutlak, yaitu menghapuskan piutang.

'Negar'a/Daerah dengan menghapuskan hak tagih Negara/Dacrah. Penghapustagihan

diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara
Bersyarat (hapus buku). '

Kriteria Penghapustagihan Piutang :

Secara umum, kriteria penghapustagihan sebagian atau Seluruhnya suatu piutang adalah

sebage!i berikut: ' '

1). Pe:nghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara
untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit

‘ UK!M yang tidak mampu membayar. _

2). Pe:flghapustagihan sebagai suatu sikap ményejukké.h, membuat citra penagih menjadi

lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

.3). Penghapustagihan sebagai sikap berhenti mcnagih, menggambarkan- situasi tak -

mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4). Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan
de da,'tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan
penurunan tarif bunga kredit. o
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5). Pc;nghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain ghgal atau tidak mungkin
diterapkan. Misalnya kredlt macet dikonversi - menjadi saham/ekmtas/penyertaan

dleal (anjak plutang) Jamlnan lelang.

6). Penghapustagxhan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepa111tan, hukum industri -
(mlsalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal hukum
pajak melakukan benchmarkmg kebi Jakan/peraturan write oﬁ" di negara lain. '

7. Penghapustaglhan secara hukum suht atan tidak mungkin dibatalkan, apablla telah
dlputuskan dan diberlakukan, kecuah cacat hukum Penghapusbukuan (writedown
maypun write off) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan
adrlninistrasi kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan

- aIasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin akan dicatat

kemball menjadi rekening aktif intrakomtabel.

3. Pelilerimaan Kembali atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

~Suatu  piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima
pembziiyarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tahggung jawab yang berutang,
_Terhaa‘_dap kejadian adanya piutang yang telah dihépusbﬁku, ternyata di kemudian hari
diterima pembayaran/pelunasannya. Terhadap pénerimaan kembali piutang yang
dilaklikan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun bexfialan diakui sebagai pengurang
beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada
tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penenmaan kas diakui

sebagal pendapatan lain-lain.
|

o

4, Pelilerimaan Kembali Piutang yang Telah Dihapustagihkan

s
A
e

e
il
i

' Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata di kemudian hari diterima
pembziiyaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah
dlhapustaglhkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun betjalan
maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

IF Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU, }
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2014

- TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU '

ASET TETAP

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang -

~ Qejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan
keuangan pemerint;clh, pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, dan
penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus akuntansi, karena aset tetap
memiliki nilai yang signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, aset tetap diklasifikasikan
berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap
dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

a, Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
e. AsetTetap Lainnya; dan

f. Ko i dalam Pengerjaan.

2. Tu] an

Kebijakan Akuntansi ini disusun dengan tu_]uan agar terdapat kesamaan
pemahaman dan persepsi tentang aset tetap pada lingkungan pemerintah dan juga sebagai
pedoman dalam pengakuah, klasifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset
tetap. Kebijakan Akuntansi ini menjelaskan secara detail mengenai:

Pengakuan;

.~ Pepgklasifikasian;

* Pengukuran; dan

Penyajian dan Penguhgkapan.

a0 TP
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B. AKUNTANSI TANAH
1. Deﬂmrn Tanah
| anah yang termasuk dalam aset tctap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud
tuk- dipakai dalam kegiatan operasional pemerintzh dan dalam kondisi siap
'clipakai ' ‘ | -' '
-‘2 K]aLnﬁkasn Tanah o
esuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut
menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii} tanzh
untuk jbukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah
lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan.
.Pengklas‘iﬁkasian tanah ini bukan keharusan,-tetapi'terganmﬂg pada kebutuhan rincian

informasi yang diperlukan oleh entitas bersangkutan. -

3. Penrakuan Tanah

{;ﬁn set tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh : dan
| | nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus
dipenuhi kriteria sebagai berikut: _ : -
(a) Berwujud; ‘

_ (b} Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(c) Biaya peroléhan aset dapat diukur secara andal;
(d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
(¢) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

erdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah
tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah,

engadaan tanah pemerintah yang sejek semula dimaksudkan untuk dlserahkan
‘kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai
~ persediaan. Misalnya, apabila Kabupaten A mengadakan tanah yang di aiasnya akan
dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca Kabupaten A, tanah tersebut tidak
disajikan sebagai asset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan. o
7 bih lanjut pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap ‘telah diterima
atau iserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.‘ Hak
kepemilikan tanah didasarkan f:ada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat,
misaliya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal tersebut,
untuk| contoh kasus di atas, Kabupaten A tetap. mengakui/mencatat tanah sebagai

Revisi Kebijakan Akuntansi Pemeriniah Kabupaten Ogan Komering Ulu : 29




PR e L et T

et e e o u

persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat '
miskin. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau

- digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama

pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau
digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapaf bukti kepemilikan yang sah atas tanah

terseb

keuangan, Kebqakan Akuntansi ini memberikan pedoman sebagal berikut:

1.

Da

dal

it Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan

lam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau

dlglmakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai

Catatan atas Laporan Keuangan,

. Délam hal tanah dimiliki oleh pemermtah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh

p1hl:k lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan dlsajlkan sebagai aset tetap

-~ tan

Lag

Da

pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
oran Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
lam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau

digwimakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan
pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang

menguasai dan/atau rhenggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

a.

Dalam hal belum ada bukti .keperhilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan

' disajikah sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

. Dalam ha! pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan t tanah yang sah, tanah

tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak tain, maka tanah tersebut dicatat
dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemenntah, serta dlungkapkan

secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau

digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan
sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda
harus diungkapkan secara memadai dalaifl Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hjbah/d.onasi, dan lain-
lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan
mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam
Lapoer Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja
modal| Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebégai pénambah nilai tanah pada
neracd, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui

- sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca. Pengakuan suatu aset tetap
harus mempérhatikan kebijakan pemerintah mengenai kéfentuan nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, 'berapapm_l - nilai
perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. |

Tanah Wakaf

anah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai asset
tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemetrintah tidak memiliki dan/atau tidak
menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai
pada Catatan atas Laporan Keuangan (CalK). '

4. Pengukuran Tanah
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
. menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan
i pada nilai wajar pada saat perolehan.
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup
‘. harga [pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam r_angka
memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan; pengukuran;
penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai
tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak padzf tanah yang dibeli tersebut jika
‘banguhan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah
pemenntah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan
tanah ladalah honor panitia pcngadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas
dalam| rangka perolehan tanah tersebut.

»,
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tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu
untuk [kepemilikan dan/atan penguasaan tanah yang dapat be;benmk hak pakai, hak
pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dlmungkmkan oleh peraturan perundang-
‘'undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tldak
memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut L
1aya yang terkait dengan pemngkatan bukti kepemlhkan tanah, mlsalnya dari

: status | tanah girik - men] jadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dlkapltahsam scbagax biaya
perolehan tanah. ' ,
iaya yang timbul atas penyelesalan sengketa tanah, seperti blaya pengadilan dan
pengacara tidak dikapitalisasi sebaga1 biaya perolehan tanah. _
_ set tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan blaya perolehan atau sebesar
nilai wajar pada saat tanah tersebut dlperoleh Aset tetap tanah tidak disusutkan. .
_ 5. Penyajian dan Pengungkapan Tanah -
Gf“ anah disajikan di neraca dalam kelompok Asret Tetap sebesar biaya perolehan atau
nilai wajar pada saat Tanah diperoleh. | | |
elain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
a. Das]ar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (carrymg amount) Tanah.
_b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada
nilgi satuan minimum kapitalisasi tanah.
c. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
e | Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan
lainnya); | '
¢ | Perolehan yang berasal dari pembelian duekonsﬂlasn dengan total belan_]a modal
untuk tanah; : _
23 _ o | Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan
lainnya); ’

¢ | Perubahan nilai, jika ada.

" Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam
Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal -
transaksi. Di samping itu, transaksi semacam inijuga harus diungkapkan sedemikian rupa
pada (l:atatan atas Laporan Keuangan schingga dapat memberikan semua informasi yang
relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Dengan demikian, perolehan tanah
melaldi hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada Neraca dan sebagai
pendapatan-LO.
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C. AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN
1. Defé' inisi Peralatan dan Mesin

eralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektrimk, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya 51gn1ﬁkan dan masd
manfatnya lebih dari 12 (dua_belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

2. Klasifikasi Peralatan dan Mesm ‘ ‘
Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat
perkartoran, komputer, alat angkutan (darat air, .dan udara), alat komunikasi, aJa{
kedokteran, alat-alat berat alat bengkel, alat olah raga, dan rambd-rarnbu

7 3. Pengakuan Peralatan dan Mesin
. _ set tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan
9}?’? -nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus
 dipenuhi kriteria sebagai berikut: ' -
(2) Berwujud; 7
(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan asct dapat diukur secara andal; |
(d Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(¢) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

ntﬁk itu, suatu aset diakui sebagai Peralatan dan Mesin jika memenuhi kriteria di

atas. '
. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan -akan diserahkan
ﬁﬁ kepadL pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi

* dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemda Kabupaten AA melalui Dinas

" Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah .yang terdiri dari komputer sebanyak 100
unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

" Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk
sekola&n yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak.
dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang
dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa
hak/keépemilikan telah berpindah, dalam hal 1m misalnya ditandai dengan berita acara
serah |terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti

33
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kepemilikan kendaraan. :

*erolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembehan pembangunan, tukar
menuk:ar hlbah/donam dan - lamnya Perolehan melalui pembehan dapat dilakukan
; dengan pembehan tunai, kredlt atau angsuran. Pcrolehan melalui pembangunan dapat
dlla.kui(an dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui komrak konstruksi. :

- Perolehan peralatan_dan mesin melalui pembehan tunai diakul sebagai penambah
nilai IJieralatan dan mesin, dan menguréngi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca.
‘Dalam| rangka penyapan dalam Laporan Reahsam Anggaran, perolehan peralatan dan
mesin |melalui pembehan dan pembangunan dlakm sebagai belan_]a modal. Perolehan
peralatan dan mesin melalui h:bah/donas1 diakui sebagat penambah nilai Peralatan dan

‘Mesin: ‘pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peraiatan dan mesin melalui

pembellan kredit diakui sebagai penambah nilai pcralatan dan mesin, dan sebaga1
penambah kewaj iban pada neraca. _ '
engakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatlkan kebijakan pemenntah
mengelnal ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan
- per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kap1tal1sas1 aset tetap,
maka !entitﬁs mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban
_operasfional, dan oleh karena itu tidak meﬁyajikaﬁnya pada lembar muka neraca. Namun
demil&an, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. . |
o

4. Pengukuran Peralatan dan Mesin

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila pemla.lan aset tetap dengan
mengéunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan
pada m1a1 wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesm dinilai dengan blaya perolehan
atau nlla1 wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan
" mesin|{menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh
peralatlan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara Jain meliputi harga
pembcllian, biaya. pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

5. Pengrﬁjian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin ;

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi
akumulasi penyusutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap
disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Dengan demikian,
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~ Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi

penyusutan, Peralatan dan Mesin. disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap ’

Penyu.;utan atas Peralatan dan Mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban

penyusutan dalam Laporan Operasional. .

Elam itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dlungkapkan pula

a. Das. pemlalan yang dlgunakan untuk menentukan m1a1 tercatat (carrymg amounr)
Peralatan dan Mesin. -

b. Ke

jakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

c. Rekpnsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:

Penambahan (pembehan, hlbah/donam, reklasifikasi dari Konstruk51 dalam

Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkohsiliasi dengan total
belanja modal untuk Peralatan dan- Mesin;

Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
Perubahan nilai, jika ada.

d.-Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode

penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan,_ perubahan metode

penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai

. tefca_.tat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

D. AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

1. Definisi Gedung dan Bangunan

‘deng

siap

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dlperoleh :

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional ‘pemerintah dan dalam kondisi
lipakai. Termasuk dalam kelompok Gédung dan Bangunan adalah gedung

perkai‘toran rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara,

tanah
untuk

_monurnen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.
Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu '
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam

lan/atau air, yang berﬁm'gsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,

budaya, maupun kegiatan khusus.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk

pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk
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keperlan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

2.Kla !1fikas1 Gedung dan Bangunan : _
h edung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut Jemsnya, seperti gedung

perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan
bersejgrah, gudang, gedung museum. - . :

edung bertingkat pada dasarnya tetdiri dari komponcn bangunan fisik, komponen
penunjang utama yang berupa mechanical engineering (lift, instalasi listrik beserta
gcnerator dan sarana pendmgln Air Cond:tzonmg), dan komponen penunjang lain yang

antara lam berupa saluran air dan telepon. Masmg-masmg komponen mempunyal masa

" manfaat yang berbeda, sehmgga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola

pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masd manfaat dan pola pemehharaan

_ menyelbabka.n dlperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing

komponen gedung bertmgkat mlsalnya menjadl sebagai berikut:
Jedung:

.0 Bangunan Fisik ,

O Taman, jalan, dan T@empat Parkir, Pagar -

O Instalasi AC ‘ |

O Instalasi Listrik dan Generator

OLift

g Penyedlaan Alr Saluran AJI' Ber51h dan Alr Limbah
i_ 0 Saluran Telepon

sehing%a setldak-tldaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan
yang empv;nyai umur masa manfaat yang sama. Data untuk pe_rincian tersebut dapat
diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjaan |
borongan bangunan.

3. PenLakuan Gedung dan Bangunan
" Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan
nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus
dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. | Berwujud;

b. | Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

c. | Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

d.| Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
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e. | Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunaka:i.

Dengan demlklan untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung

. dan bingunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan,!biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual
dalam| kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana
gedun dan bangunan tersebut didirikan. '
Gedung dan bangunan yang dlbangun oleh pemenntah namun dengan maksud

- akan cjhscrahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada_para
transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan

| Banguhan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”

(Jedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpmdah serta telah

siap dipakai.

aat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila
terdap'at bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan
secara’ hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan
Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih
adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang ’
masih|harus diselesaikan proses jual beli ('akta) dan bukti kepemilikannya di instansi
berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti.
bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah -
terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan. ' '.

erolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembehan, pembangunan atau
tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan
denga.L pembelian tunai, kredit, atau angéuran. Perolehan melalui .pembangunah dapat
dilakuLan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah
nilai gedung dan bangunan, dan menguran-gi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca.
Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan
bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal; Perolehan peralatan dan
mesin|melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada
‘Nerach dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian
kredit |diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada
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TPengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatlkan kcbljakan pemenntah
mengena1 ketentuan nilai satuan minimum kap1tahsasl aset tetap. Jika biaya perolehan per

© satuan| gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan rmmmum kapitalisasi aset tetap,
maka entitas mengakm/mencatat perolehan gedung dan - bangunan sebagal beban
operasmnal dan oleh karena itu tidak menyajlkannya pada lembar muka neraca. Namun -
demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam -
Catatan atas Laporan Keuangan

. f

4. Pengukuran Gedung dan Bangunan | , _ . _ .

| Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan Apablla pemlalan aset tetap dengan :'-

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset_tetap dldas_arkan

pada nilai wajar pada saat perolehan sehingga gedung dan bangunan dinilai dengan biajra '

perolehan.. _ , . . o
Biaya pefolehaﬁ gedung dan bangunan meiiputi Selﬁruh biaya yahg dikeluarkan -
‘untuk |memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lam
:_meliputl harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk blaya pengurusan IMB,
'_-r.n_o'tarl da.npajak _ _
Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan
" tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat -
perolehan. ' L - '
]31aya perolehan Gedung dan Bangunan yang dlbangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan blaya tidak langsung -

- termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga hs_tnk, sewa -

TR ‘peralatan, dan sémua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset

" tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak Sementara itu, Gedung dan'r' _
Ban yang dibangun rnelalul kontrak konstruksi, b1aya perolehan mellputl m1a1 : -'
kontra&( blaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pa]ak
Gedung dan Bangunan yang diperoleh dan ‘sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai

wajar pada saat perolehan.

. 5. Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan : :
' Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dlkurangl dengan
akurmulasi penyusutan. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan
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a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

c. Rekonsiliasi nilai tercatat Ged_ung dan Banguh_an pada awal dan akhir pen'ode yang

menunjukkan:

— | Penambahan (pembelian, thah/dOnaSI, reklas1ﬁka51 dari Konstruksi dalarn
Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);

~ | Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total
belanja modal untuk gedung dan bangunan; '

— |Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);

. 4 Perubahan mla1 jika ada. |

- d. Inf asi penyusutan Gedung dan Bangunan yang mehputl mla1 penyusutan metode -

penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,
~ serta nilai tercatat bruto dan akumulast penyusutan pada awal dan akhir periode.

E. AKUNTANSI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
1. Delllnm Jalan, Irigasi dan Jaringan _

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup Jalan irigasi, dan jaringan yang dlbangun
oleh pemerintah serta d1m111k1 dan/atau d1kuasa1 oleh pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai. Jalan, irigasi, dan j ]anngan terscbut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah
juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan

jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi

pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk

'pernbzingunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan

dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

2. Klasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

esuai dengan kebutuhan entitas, aset tetap ini dapat dxklasxﬁkamkan lebih lanJut
menjalh misalnya jalan, jembatan, waduk, saluran irigasi, instalasi distribusi air, instalasi
pembangkit listrik, instalasi distribusi listrik, saluran transmisi gas, instalasi distribusi
gas, jaringan telepon, dan sebagainya.

Klasifikasi yang tepat akan menyederhanakan penetapan kebl_]akan pemeliharaan/

: perawatan maupun kebijakan penyusutan aset bersangkutan.
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3. Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jnwk dapat diakui sebagai Jalan, Inga51 dan Janngan maka Jalan, Irigasi, dan

* Jarinpgdn harus berwujud dan mempunyzu masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
_b1aya erolehannya dapat diukur secara handa] tidak dxmaksudkan untuk dijual dalam

kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk dlgunakan

alan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, mgam, dan jaringan' telah
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pacia saat penguasaannya
berpindah serta telah siap dipakai. B ' '

erolehan jalan, irigasi, dan j jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik

' memb ngun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstmk51

erolehan Jalan, irigasi, dan Janngan melalui pembangurian d1aku1 sebagai
penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah -
pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolchan

) jalan, [rigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.

' Pengakua.h suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai

ketentpan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa

| fialan Irigasi, dan Jaringan, berapapun mlal perolehannya seluruhnya dlkapltahsasx
sebagai nilai Jalan, lnga.su, dan Jaringan.

~4.Pen ukuran Jalah, Irigasi dan Jaringan '

alan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan
jalan, frigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
jalan, firigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau

biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan

 tersebut siap pakai.

iaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dlperoleh melalui kontrak

‘meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya

pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk

- jalan, [rigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan _

tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan

- pembdngkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi)

dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
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5. Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Ingas1 dan Jarmgan 7

.Kset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan. Aset tetap tersebut d1kurang1 '
akumulam penyusutan. Dengan demikian, Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan
berda:.arkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan Penyusutan atas

| Jalan, Inga31 dan Jaringan pada suatu periode disajikan sebagal beban penyusutan dalam

Laporan Operasional. _

Selain|itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Iﬁgasi, dan Jaringan;

b. | Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.

¢. | Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode
yang menunjukkan: o l _
- Penambahan (pembehan, hibah/donasi, reklamﬁkasx dari Konstruksi dalam _

Pengerjaan, pertukaran aset, dan la.mnya),

Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total

belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

-~ Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);

+ Perubahan nilai, jika ada

d. | Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Janngan yang mehputl nilai penyusutan
metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang -

| digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan

akhir periode. |

F. AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA
1. Defimsl Aset Tetap Lainnya : _
tset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemer'intah dan dalam kondisi siap dipakai.
set Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan
-Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan J aringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. -

Revisi Kébrjaknn Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

41

H
|




2. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya

A Aset yang -termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lamnya adalah koleksi
perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak keseman/kebudayaan/olah raga,
hewan} ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategon Aset Tetap Lainnya adalah Aset

g Tetap—&(enovam, yaltu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan mlhknya, dan blaya o

partisi|suatu ruangan kantor yang bukan mlhknya.

3. Pengakuan Aset Tetap Lamnya

set Tetap Lamnya dlakm pada saat Aset Tetap Lamnya telah diterima atau

an hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah

- siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenm pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang
* bukan'milik sebagai berikut: _
1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sos1al aset

tetap misalnya perubahan fung51 gedung dari gudang menjadl ruangan kerja dan -
kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dlkapltalxsa51 sebagai Aset Tetap-Renovasi.
ApeLblla renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik,

- maka dlanggap sebagal Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke

dalam Aset Tetap Lainnya.

| 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi

butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan
apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran
tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan. , _
3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat
butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi éebagai Aset Tetap—

Renovasi.Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

erolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-RenovaSi, pada umumnya melalui -

pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap Lainnya

melalli pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi

Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi |
Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja
modall Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah
nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.
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4. Pengukuran Aset Tetap Lainnya
ﬁiayé perolehan Aset Tetap Lainnva menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. '

set Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap
Lainnya yang diperoleh melalui .l(ontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, bajak, serta biaya perizinan. '

iaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya
untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari
biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan',' biaya perencanaan dan pengawasan,
blaya erizinan, pajak, dan jasa konsultan. ' '

set Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca.

- Aset etap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dlsajlkan dalam Neraca, namun tetap

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan _

‘5. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lamnya

set tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dlkurangl
akumulasi penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan
tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat
aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat dlgunakan atau mati. Untuk penyusutan atas
Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek
(which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
enyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban
penyusutan dalam Laporan Operasional. |
Selain] itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
c. R'q:konsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan: '
- Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam
Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya); ' ‘
Perolehan yang berasal dari pembehan/pembangunan duekons1ha31 dengan total
belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya.
—|Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
—|Perubahan nilai, jika ada. |
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d. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode
, ptzusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,

serta nilai tercatat bruto dan akumulast pényusutan pada awal dan akhir periode.

G. AKUNTANSI KONSTRU]{SI DALAM PENGERJAAN
1. Def?msn Konstruksi Dalam Pengerjaan '

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses
embat-gunan Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap l_alnnya, yang proses

'perolcrmnnya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan

selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan
pemﬁa‘ngunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraén kegiatan operasional
pemelttahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang

. dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Perolehan aset dapat d1lakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau

 melalui pihak ketlga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau

dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam
Pengei‘jaan adalah scbesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang - atas

- perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga upah dan gaji yang dibéyarkan

dalam|pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasaxﬁya'sama dengan jliinléh yang

- dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya

merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.

Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga

yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewatl satu tahun anggaran,

~ Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketlga dengan

perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka
penyelesaikan bagian tertentu (prosentase selesai) dari ‘pekerjaan yang disertai berita
acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang
diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP. Permasalahan utama akuntansi

 untuk [KDP adalah identifikasi jumlah'biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat

sampai dengan konstruksi tersebut selesal dikerjakan. :

kontrak konstruksi adalah perikatan yang dllakukhh secara khusus untuk konstruksi
suatu |aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling
tergaw g dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan
utama.

-
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Suafu kohtrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah asset
-tungga] seperti jembatan, bangunan, dam, pipa, jalan, kapal, dan terowongan. Kontrak
_konstrﬁkm juga berkaitan dengan sejumlah-aset yang berhubungan erat atau saling

“ tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologl dan fungsi atau tuJuan dan
'penggunaan utama Kontrak sepertl ini misalnya konstruksi kilang-kilang minyak,
konstruk51 jaringan irigasi, atau baglan bagian lain yang kompleks dari pabnkan atau
peralatan ' '

Kontrgk konstruksi dapat meliputi:
" a, koﬁtrak untuk perolehan _]asa yang berhubungan Iangsung dengan perencanaan
konstruk51 aset, sepert1 jasa arsitektur; ' '
b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
C. komrak untuk perolehan jasa yang berhubﬁngan langsung dengan pengawasan

kodstruk51 aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; dan

B

- - d. kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau ‘merestorasi aset dan restorasi

lilllgkungan setelah penghancuran aset.

-

Ii(etentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap
kontr “ -konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,. perlu menerapkan pernyataan ini
pada sbatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dépat diidentifikasi secara terpisah
atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat
suatu |kontrak konstruksi atau kelompok kontrak kénsjruksi. Apabila suatu kontrak
konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai
suatu i(ontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpcnuhl .
a. Prclposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

b. Setxap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemben kerja
dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-
masing asset tersebut; | |

¢. Bidya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

:Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan.
atas pc::rrnintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat
dimasfukkan ke dalam kontrak terseﬁut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu

: kontra!k konstruksi terpisah jika:

a. aseit tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau

fuhfgsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semuta; atau
-
|
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b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

| Adakalanya kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor, misalnya
'kontrzjldor utama membangun fisik gedung, sedangkan subkontraktor menyelesmkan
pekeqLan mekamkal enginering sepern Iift, hstnk atau saluran telepon. Namun
demikian, penanggunawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku
pemberi kerja hahya berhubungan dengan kontraktor utama, karena kontraktor utama
harus bertanggungjawab sepenuhnya atas pekerjaan sﬁbkontmktb?n

- Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan ?tentang retensi.  Retensi

adatah prosentase dari nilai. penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan

dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam

kontrak.
G 2. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
suatu benda berwujud harus diakui sebagat KDP jlka ' -
a besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan
" asét tersebut akan diperoleh; | |
- b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik ‘proyek belum
dilakshnakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan Iangsuﬁg ke dalam
pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biayﬁ-biaya tersebut harus diakui sebagai

KDP aset yang bersangkutan. ' '
tf;ﬁ a. Pe yelesalan Konstruksi Dalam Pengerjaan

uatu KDP akan dlpmdahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi
secard substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan
manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian
suatu [KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian,
apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah
selesaj. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan
KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

encatatan suatu transaksi peflu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan
dengan pohon putusan (decision tree) sebagai berikut:
1). Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (objective evidences); dan
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2). Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan
prinsip subtansi mengunggul: bentuk formal (substance over form).

alam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. “Terkait dengan

‘variasi penyelesaian KDP, Kebijakan Akuntansi ini memberikan pedoman sebagai ~ -

benk

1). Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah
dipercleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka asset-
tersebut dicatat ﬁébagaj Aset Tetap Definitifnya.

2). Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah
diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka
ase} tersebut d1catat sebagai Aset Tetap definitifnya.

3). Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekexjaan
belum ada, wala}lpun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/ SKPD, maka
aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.

4). Alpabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah

dighnakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui
sebagai KDP. = ' ' o

5). Apabila suatu aset tetap telah selesai di-bangul.'l sebagian (konstruksi

dalampengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force

majeur) asset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat
pemyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan
tersebut KonstruksiDalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

6). Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagax

P.

b. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan : :

" Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh
karenf ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.
Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP
tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadlan ini diungkapkan secara
memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan Namun, apabila pembangunan KDP

| dlrencanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP

tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai

| ~ dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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3 Pen%ukumn Konstruksi Dalam Pengerjaan

IE(DP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh
metod}: yang digimakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara
swakelola atau secara kontrak konstruksi.

a. Pengukuran Konstruksn Secara Swakelola

Apablla konstruksi aset tetap tersebut dllakukan dengan swakelola, maka biaya-
biaya ﬂ/ang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung
dan ndak langsung yang dikeluarkan sampa1 KDP tersebut siap untuk dxgunakan
mehpl.ttllblaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan,;blaya perencanaan dan '
pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkﬁran bangunan yang ada -
di atas{tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunarn.

Bxaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah o
dlbayarkan dan tidak memperhitungkan Jumlah vang yang masih -diperlukan untuk
menyelesalkan pekerjaan.

Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain
mehpLiltl '

1).% biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2)!biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3)] biaya pemindshan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi
f)elaksanaan konstruksi; '
4)] biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5)J biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan
konstruksi. ‘

* Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang |
dapat hiatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1)) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;

2)] biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan
dengan konstruksi tertentu; dan
- 3) blaya-blaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang
| bersangkutan seperti biaya inspeksi. _
Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan

rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik-

yang sama. Metode alokasi biaya' yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang

atas dasar proporsi biaya langsung.
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b. Pengukuran Kohstfukm Secara Kontrak Konstruksi _
pabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor mclalul suatu kontrak konstmksx,

maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:

(D te in yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat .

penyelesaian pekerjaan;

(2) kewva jiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan denga.n pekerjaan

yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan ,
(3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketlga sehubunga.n dengan
pe aksanaan kontrak konstruks1

ontraktor meliputi kontraktor utama . dan subkontraktor, namun demikian

- penanggung jawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja

hanya| berhubungan dengan kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh

_ kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah.

lLembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap

(termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. -

Setiap|pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterfambatan yang disebabkan oleh pemben
kerja, | kesalahan dalam spesifikasi atau rencangan dan perselisihan penyimpangan
dalampengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan
diakuilsebagai KDP. a

¢. Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman -
Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama |
masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut - -
dapat |diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup blaya

bunga| dan biaya lainnya yang tlmbul sehubunga.n dengan pinjaman yang dlgunakan .
untuk {membiayai konstruksi. Mlsalnya biaya bunga yang harus dibayar schubungan |
dengah pinjaman yang ditarik untuk membiavai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000,
maka [biaya tersebut akan menambah nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya .
pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan
pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjarhah yang harus dibayar pada tahun
20x1 [sebesar Rp2.000.000, maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya

sebesar Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5

tahun hdalah sebesar Rp10.000.000.
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Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh

dalam lsuatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke

masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas tota.l.pengeluaran
biaya i(onstmkm Misalnya telah dilakukan penankan pinjaman sebesar Rp700 000.000
- untuk membxayal pembelian - aset A sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar
‘Rp40 .000.000, dan aset C sebesar RplO0.000.000. Bunga pmjaman yang telah
dibay kan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000. Maka Biaya bungé. yang
akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagal berikut:

set A : 2/7 x Rp 14.000.000 = Rp 4.000.000

set B : 4/7 x Rp 14.000.000 = Rp 8.000.000

set C : 1/7 x Rp 14.000.000 = Rp 2.000.000

otal biaya bunga Rp14.000.000 |

pabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan semeritara yang tidak
disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur, maka biaﬁ pm_;aman yang |
dibayalrkan selama masa pemberhentian - sementara pembangunan konstruksi
dikapitalisasi. | | |

emberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena
bcbé pa hal seperti kondisi force majeur atan adanya campur tangan dari pemberi kerja
atau pthak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentiah tersebut dikarenakan
adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman
selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara
kareng kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai
biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya buhga .tersebut
tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

uatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing
dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas
pcrm111taan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam
rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan
harga |asset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang'bérlainan maka

biaya | pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak
konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk Bagian pekerjaan yang telah
diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi
selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

Apablla entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapltallsam biaya
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pinjamian dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasikan
pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Penyajian dan Pengungkapah Konstruksi Dalam Pengefjéan _
P disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Selam |
itu, da.{am Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:
a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka
waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca; -
b. Nilai kontrak konstruksi dan Sumber pembiayaanya;
¢. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neréca;

d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; ‘dan

e. Jumlah Retenst.

% ontrak konstruksi pada'. urnumnya memuat ketentuan te_:niang retensi. Retensi
adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sébagai jaminan akan
dilaksanzkan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam
‘kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Lapofan Keuangan. Demikian
juga alnyé dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu
diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan
penyerapannya sampai tanggal tertentu. ' |

_ Penjelasan lebih lanjut tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada
Lampiran IX Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang chljakan Akuntansi
Peme Lntah Kabupaten Ogan Komering Ulu. ' '
':33? H. PW‘I‘IGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL ASET TETAP

1. Definisi Pengeluaran Setelah Perolechan Awal Aset Tetap _
etelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengcluaran—pengelua:an
- yang l!'Jerhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran—pengeluaran tersebut dapat berupa
biaya {pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat
memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari .
yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (capital expenditure) sedangkan pengeluaran
yang |memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk
mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengati pengeluaran pendapatan (revenue

expenditure).
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3 : Pembedaan antara capital expenditure dan revenue expenditure selain dari adanya ~
penambahan manfaat aset atau tidak, juga dapat dllhat dari besarnya jumlah pengeluaran
Mlsalnya sebuah pembelian inventaris berupa Jam dinding seharga Rp20 000 harus
dlcatgt sebagai pengeluaran untuk aset tetap karena jam dinding tersebut dapat digunakan _
lebih!‘ dari satu tahun. Akan tetapi karena nilainya yang kecil tidak mungkin mencatat dan "

.memfperlakukan biaya tersebut seperti biaya perolehan aset yang besar. Untuk itu

pemf%rintah harus menentukan batasan pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat

diseh;utjuga dengan capitalization threshold (nilai satuan minimum kapitalisasi aset).

Bata.fmn Minimal Nilai Kapitalisasi Suatu Belanja

l Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pengukuran atas aset daerah

yang' dlperoleh dari pembehanfpengadaan barang dan jasa dilakukan dengan melakukan o

kapxtahsasn atas belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah.

gRea]nsam belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainn.ya melalui
penei;;apan batas minimal (freshold capitalization) melalut penentuén pengadaan' suétu
aset (51iakui sebagai belanja modal atau bukan. Penentuan Belanja modal oleh Pemerintah
Kab‘lipaten. Ogan Komering Ulu termasuk kaitannya dengan penetapan batas minimal -
adalaih sebagai berikut:
1. iSuatu belanjaldapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

a Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya

- yang dengan demikian menambah aset pemerintah.

b. Perolehan aset tetap tersebut direncanakan bukan untuk d1_1 ual/dlmbahkan/dlahhkan

: kepada pihak ketlga!masyarakat

c Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang _

tersebut fnelebihi batasan minimal kapitalisasi_ aset tetap yang telah ditetapkan

l sebagat berikut:
|

Jumlah Harga

| No Uraian | Lusin / Set/ Satuan
(Rp.)

5 Tanzah

2 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas

l 2.1 | Alat-alat berat , 5.000.000
‘ 2.2 { Alat-Alat Angkutan 1.500.000
| [23 | Alat-Afat Bengkel dan Alat Ukur ' 500.000
!
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2.4 | Alat-Alat Pertanian Petemakan
2.5 Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga
--  Alat-Alat Kantor 500.000
. Alat-Alat Rumah Tangga 500.000
2.6 | Alat-Alat Studio dan Alat Komunikasi 500.00(:)
5.7 | Alat-Alat Kedokteran | 1.500.000
2.8 | Alat-Alat Laboratorium 1.000. 000
2.9 Alat-Alat Keamanan 1.000. 000
3 Gedung dan Bangunan yang terdiri atas: , :
3.1 | Bangunan Gedung 15.000.00(;
3.2 | Bangunan Moﬁumen 15.000.006
4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: _
2.1 | Jalan dan Jembatan 15.000.000
4.2 | Bangunan Airﬂﬁgasi '15.000.000
4.3 | Instalasi 15.000.000
4.4 | Jaringan . _ 15.000.000
5 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
5.1 | Buku dan perpustakaan 500.000
5.2 | Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga 500.000
5.3 | Hewan/ternak dan tumbuhan -500.000

Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambah ekonomis/efisien dan/atau
bertémbah umur ekonomis dan/atau bertambah volume dan/atau bertambah
kapasitas produksi. |

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai bukan belanja modal jika tidak memenuhi
kriteria nomor 1 di atas dan dilakukan pencatatan pada daftar barang non aset tetap /

b

akai habis (extra comptable).

Proses Kapitalisasi belanja menjadi aset tidak hanya terbatas pada belanja modal
(terkait dengan perolehan aset dari pengadaan barang dan jasa) akan tetapi juga
asuk didalamnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan terkait langsung dengan

ehan aset tersebut seperti belanja pengawai honorarium panitia pengadaan, belanja

petjalanan dinas, dIl. Jumlah keselurithan belanja tersebut nantinya akan diakui sebagai

nilai

dari aset tetap.
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Proses kapitalisasi ini sendiri, mulﬁi direncanakan s_ejak. dari suatu prosesr
penganggaran disusun, artinya apabila suatu belanja telah memenuhi kriteria untuk

dilakitkan kapitalisasi menjadi aset tetap maka sejak awal penganggaran maka belanja

- tersebut harus dimasukkan sebagai bagian dari belanja modal akan tetapi apabila suatu

belanja yang direncanakan akan dilakukan ke depan akan tetapi tidak memenubhi kriteria
untuk  dilakukan kapi_télisasi maka pada saat proses i)enganggaran jangan
mem sukkannya ke dalam belanja modal namun masukkan iencana belanja tersebut
sebaéai bagian dari belanja barang dan jasa. ' |

Hal ini juga berlaku bagai proses pengeluaran yang.dilakukan setelah perolehan
(subs equent expenditure) dimana pemeliharaan-pemeliharaan yang dilakukan oleh
Pernermtah Kabupaten Ogan Komering Ulu apabila memenuhi kriteria untuk dilakukan
kapntahsasn maka sejak proses penganggaran tersebut pemehharaan yang dilakukan harus
masuk ke dalam belanja modal.

Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja pemeliharaan

tersej:ut belum/tidak terpenuhi maka penganggaran atas pengeluaran tersebut tetap

dil pada bagian belanja barang danj jasa.

Kemudian terkait dengan kriteria nomor 1 b disebutkan bahwa tujuan Perolehan
etap tersebut direncanakan bukan untuk dijual/dihibahkan/dialihkan kepada pihak
ketiga/masyarakat. Artinya apabila suatu aset memenuhi kriteria sifat dan kapitalisast'_

namun ditujukan untuk dihibahkan/disumbangkan kepada pihak ketiga/masyarakat maka

aset

‘penganggaran atas belanja tersebut dilakukan pada belanja 'barang dan jasa bukan pada
~ belanja modal. Pencatatan atas aset tersebut j juga dllakukan pada Persediaan Pemerintah

Kabupa-en Ogan Komermg Ulu bukan pada Aset Tetap.

2. Pehgakuan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

_|Pengeluaran setelah perolehan awa! dapat diakui sebagm pengeluaran modal

. {capital expenditure) atau sebagai pengeluaran pendapatan (revenue expenditure).

Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tétap dilakukan terhadap biaya-biaya lain
yangdikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau
yang|kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam
bentyk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau pe_:ningkatan kinelja. |

Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat

“atau |yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang aka_n

datarlg dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja -
diperlakukan sebagai beban (expense / revenue expenditure).
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3. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal
t::ngeluaraﬂ-pengeluaran yang dikapitalisasi diuktir sebesar jumlah biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa Inanfaat atau yang kemungkman besar

b
memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk pemngkatan

_ kapas itas, mutu produk51, atau pemngkatan kinerja dset yang bersangkutan Pengeluaran ‘
~ yang Hikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan pengganhan utama. Pengembangan

disini maksudnya adalah pemngkatan aset tetap karena memngkatnya manfaat aset tetap

tersebut, Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang
bersa.ngkutan Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap,

- dim a biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangx nilai,

baglan yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya

- penggantian.

Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap ‘diterapkan kebijakan mengenai
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (capitalization threshold) yang mengatur
batas [minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai tergétat aset tetap.

Aset fetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset

- Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (on

face).| Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat
pada Laporan Barang Milik Negara/Laporan Barang Milik Negara/Daerah.
Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang karena bentuknya atau

 lokas penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang

- mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan tidak

dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban perneliharaan biasa (expense).

ContcLh dari kasus tersebut adalah pengeluaran untuk memulihkan kembali fung31 tanggul

lump Sldoar_]o, tanggul pemecah gelombang, dan tanggul penahan lahar di lereng
ur Merapl -

I. PERTUKARAN ASET TETAP
1. Definisi Pertukaran Aset Tetap _
‘Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap aset tetap tertentu biasanya

' faemelrintah melakukan pembelian/pengadaan. Namun, karena alasan tidak tersedianya

dana|dan untuk efisiensi, pemerintah dapat memperoleh suatu aset tetap melalui

- mekanisme pertukaran (ruislag/tukar guling).

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas

kepada entitas lain niengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang
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' Milik| Negara/Daerah (BMN/BMD). Berdasarkan ketentuan tersebut pertukaran aset

ietap |dapat dllakukan antara Pemermtah Pusat dengan pemerlntah daerah, atau antar

pemetintah daerah atau antara pemerintah dengan pihak ain, dengan menenma

penggantian dalam bentuk barang, sekurang- kurangn}ra dengan nilai yang selmbang .
Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintzh perlu melakukan pertukaran,
yaitu:g _ s _ . _ _,

e | Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yanp lokasinya tidak sesuai
| dengan tata ruang/tata kota; ‘

* | Adanya asct tetap yanig tidak dimanfaatkan secara optimal;

e | Upaya peﬁyatuan aset 'tetap yang loksasinya terpencar;

. Pelaksanaan rencana strateg1s pemerintah; ,

¢ | Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang; dan

e | Tidak tersedia dana dalam APBN untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset
tetap grang tidak serupa atau aset lainnya. Akan tetapi, pelaksanaan pertukaran asét atau
sebagfian aset tersebut mengacu pada ketentuan penmdaﬂg—undangan yang mengatur
mengé:nai pengelolaan BMN/BMD.

2. Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah
berpmdah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal.
Pertufi(aran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima {BAST).Berdasarkan
BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan
terhaciap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan,
pengeilola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar

baranig dan membukukan asset tetap pengganti. -

3. Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran

Blaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh
yaitu iekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah
setiap kas atau setara kas dan kewajiban yang ditransfer/diserahkan.”

Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang

- serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka

aset Yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (canymg amount) aset yang

;
i
{
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dilepas.

Apabila terdapat aset - [amnya dalam pertukaran mlsalnya kas, maka hal ini
mengn1d1kas1kan bahwa aset tctap yang dipertukarkan tidak mempunyal nilai yang sama.
Dalam| hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tingdgi daripada aset. tetap'-
penggcmtx dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan
LRA dan Pendapatan-LO. : -

4, Penrajlan dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran
Dalam hal teljadl pertukaran aset tetap, maka harus d:ungkapkan

a. Pihak yang mclakukan pertukaran aset tetap,

b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan mlamya,

c. Jenif aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan

d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

J. RENOVASI ASET TETAP
uatu satuan kerja pada SKPD dapat melakukan perbankan/renovas: aset tetap yang

dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik .

dalamt\eiompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset

tetap lainnya jarang ditemukan, Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu -
SKPD, direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut
ya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

amun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria

kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat
sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya
adalahl belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan
suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaraﬁ untuk suku

cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan

-+ tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan .

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lmgkungan SKPD dapat dibedakan
menj aﬂx 3 (tlga) jenis, yaitu:

a. Renovasi aset tetap milik sendiri;

b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan dan

" ¢. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.
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1. Renovam Aset Tetap Milik Sendiri -

enovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dllmgkungan

SKPD|yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai

penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan

renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesat pengerjaannya namun

belum ldiserahterim’akan, maka akan dicatat sebagai KDP.
2. Renovasu Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan

Renova51 aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik

suatu Satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam

satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

a. | Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu SKPD;
b. | Renovasi aset tetap milik SKPD;

Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
d. Rendvasi aset tetap milik SKPD lain.

e

sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut

ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal

pelaparan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca

sebagdi kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut

belum| selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum '

PR

diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

penyejahan tersebut (sebagaiman dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkan maka

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik.

~ Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber

aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat

dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir

pericde pelaporan aset renovasi ini belum juga dlserahkan, maka SKPD yang melakukan

Renovasi.
3. Rellovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan

: renovJsx terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset

enovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik

suatu SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi.
Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

a. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan

b. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMNY/D, yayasan).

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat -
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II{enovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset

“bukan "milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaiman butir,2 di atas, yaitu bahwa

pada satuan kerja yang melakukan renovesi .tidallc dicatat si:bagai penambah nilai

" perolehan asset tetap terkait k;arena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. .

Apabi a renovasi aset Lterseburi telah seleéai dilakukan sebelum ti’mggal pelaporan, maka

transaksi renovasi akan dlbukukan sebagal aset tetap lamnya-aset renovasi dan disajikan

- di ne—rT ca scbagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan

renov 1 tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah seleszn pengerjaannya namun
belum|diserahterimakan, maka akan dicatat sebagal KDP.

-ada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau séwa, aset renovasi ini seyogyanya
diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku.
Jika dpkumen sumber penyerahan tersebut telah ditcrbitkan maka aset tetap renovasi )
tersebut dikeluarkan dari neraca dan® SKPD pemilik akan mencatat dan
men bahkahnya sebagai aset tetap terkait.

K. PENGHENTIAN PENGGUNAAN DAN PELEPASAN ASET TETAP
1. Pen‘ghentlan Penggunaan Aset Tetap .

| set Tetap diperoleh dcngan maksud untuk dlgunakan dalam mendukung kegiatan .

operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun '

demiktan, pada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari penggﬁnaannya. Apabila
‘suatu aset tefap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan '

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana

tata ruahg (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap

_tersel;]:t hakekatnya tidak lagi memxlﬂu manfaat ekonomi masa depan, sehmgga

penggunaannya harus dihentikan.
l set tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan
kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenulu kriteria clan tidak dapat
dikelompokkan sebagai aset tetap.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi
deﬁniéi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatz?tnya. |

ada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah
diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut
dikeluarkan dari neraca. '
| Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi

Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupatern Ogan Komering Ul 59




T

ﬂa' >

- memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, séperti rusak berat, maka aset tétap

tersebt‘lt dikeluarkan dari neraca.
- Suatu aset tétap dielirhinasi dari r;eraca ketik_a dilepaskan atau bila aset secara
permanen dihentikan pengguflaannya dan tidak ada.manfaat elqbnomi maSa yang akari'
datang, Aset tetaf) yang secai'a permanen dihentikan atau 'dilepzis harus dieliminasi dari
Neraccl dan dmngkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. '
Aset tetap '}ang secard _permanen dlhentlkan penggxmaérmya, dikeluarkan dan

neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan pemndang-undangan

di bidang pengelolaan BMN/EiMD

2, Pele-pasan Aset Tetap |
Pelepasan  aset tetap di lingkungan pemerintah lazim  disebut sebagai
pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN/BMD, pemerintah dapat melakukan _pemindahtaﬁganan BMN/BMD yang di
dalamnya termasuk aset tetap dengan cara: |

a. | dijual;

b. | dipertukarkan;

dihibahkan; atau

dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

e

&

Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahiangankan, maka aset tetap
yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. Aset tetap yang dilepaskan melalui
penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen

" penjuglan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan,
- dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh

entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtangankan
melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat
diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah.

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan_ dengan
cara dijual atau dipertukarkan sehinggé. pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai
buku asset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, m_éka_sclisih antara harga jual atau
harga | pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai
surplus/deficit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan
Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan
dllaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

-

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa

| hibah |atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari
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pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain d1aku1 adanya beban hxbah atau diakui

adanycl investasi J:ka menjadi penyertaan modal negara/daerah
3. Aset Tetap Hllang
' set tetap h11ang harus d1keluarkan dari neraca setelah dxterbltkannya penetapan

oleh Iglmpman entxtas yang- bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang
berwenang sesuai dengan ketentuan penmdang-mldangan Terhadap aset tetap yang
hxlang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk
mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehmgga mengaklbatkan adanya tuntutan
ganti rugi. ,

kset tetap hilang dlkeluarkan darl neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat
perbedaan waktu ‘antara penetapan aset hilang dengan penet;lpan ada atau tidaknya
tuntutzjm ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan
reklasifikasi aset tetap hllang menjadi aset lamnya (aset tetap hilang yang masih dalam
proses| tuntutan ganti rugi). . Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-
undan

-

lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak -

gan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset

terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya terscbut direklasifikasi menjadi beban.

L. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP
1. RekKlasifikasi Aset Tetap | |

uatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan, tidak memenuhi definisi aset
tetap. Namun demikian, aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses
penghentian yang lebih dikenal sebagai pémindahtanganan dan benghapusan masih
berlangsung. Dengan kata lain, dokumen sumber untuk melakukan penghapusbukuan
belum diterbitkan. Aset dcngan kondisi denuhan harus dipindahkan dari aset tetap ke
aset lainnya. ,
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktxf pemerintah tidak memenuhi

definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai

tercatdtnya. _ : _
emindahan kelompok aset tetap ke aset I:ﬁDnYa dalam akuntansi disebut sebagai_
reklasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang
lain dalam bagan akun standar. ' ,

eklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak
terg g periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi |

asset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan
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 ketentuan perundang-undangan di bidang pengelblaan BMN/BMD.

L2, Koreksn Aset Tetap

' ‘oreksx adalah tmdakan pembetulan secara akuntan51 agar akun/pos yang tersajl y

dalam laporan keuangan entltas menjadl sesuai dengan yang seharusnya Koreksi

pemeniksa.an yang diharuskan untuk dikoreksi.

| melq:itl xoreksi s1stem1k dan korek51 nen 51sterruk. Da:n sisi transak31 korek51 mencakup -
 transaksi anggaran maupun transaks1 finansial. Dari perlodenya, koreksi dapat dxbcdakan
‘menjadi korekS1 untuk tahun beqalan, koreksi penode lalu pada saat laporan keuangan
. periode tarkait belum diterbitkan, dan koreksi penode lalu pada saat laporan keuangan |
| penode terkait telah diterbitkan. Tennasuk dalam hngkup korek51 adalah temuan

Korek51 dilakukan oleh satker bersangkutan dan dllaporkan secara begenjang,

sampai dengan pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu ‘penyampaian -

: 'Iaporall keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di pemerintah daerah, baru
;kemutilan didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan

) -penye<uaian. '

| Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangl akun aset tetap _

- yrang bersangkutan Koreks1 aset tetap dapat dllakukan kapan saja, tidak tergantung pada

periode pelaporan dan waktu penyusunan - laporan Pada umumnya korekSI aset tetap

) dllaku](an pada saat ditemukan kesalahan

‘M. HUBUNGAN ANTARA BELANJA DAN PEROLEHAN ASET TETAP
" 1. Jenis Belanja -

ketldaksesualan dalam penganggaran dan pelaporan keua.ngan pemenntahem, antara lain - -

Tujuan pengtmgkapan belanja. pemerintah adalah untuk meny1kap1 adanya o

pengeluaran untuk pembelian aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang, pengeluaran

untuk | pemeliharaan rutin. dianggarkan dalam Belanja Modal, atau bantuan untuk -
: masyarakat dianggarkan dalam Belanja Modal. ' ' '

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagal Belanja Modal _]Ika

yang menambah aset pemenntah

a. pengeluaran tersebut mengaklbatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lalnnya

b pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset

lainnya yang telah ditetapkan oleh pemenntah dan

c. | perolehan aset tetap tersebut dinjatkan bukan untuk dijual atau diserahkan ke

masyarakat atau pihak lainnya
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Dalarh situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian antara Belahja Modal sebagai
akun anggaran dengan Aset Tetap sebagai akun finansial. Nalnun demikian, dalam hal
ter]adl kontrad1k51 antara aktm anggaran dengan akun ﬁnansuil maka akuntansi akan |
menggunakan prms1p substan51 mengungguh bentuk formal (subs'tance over ﬁ)rm)

Pengungkapan transaksi di atas daldm CaLK adalah sebagal berikut:

”Teiah dlreahsamkan belanja modal sebesar RpXXX yang pada dasarnya tidak
menarnbah nilai aset tetap berupa Saluran Ingasx di Neraca, karena pengeluaran
belanja tersebut merupakan beban pemellharan dalam rangka mempertahankan

kODiilSl_ saluran Irigasi”.

2. Sumber Belanja _ ; i

Dalam praktik hubungan antar pemermtahan dapat teljddl perolehan suatu aset
tetap dlblayal oleh 2 (dua) sumber yang berbeda, misalnya pembangunan sekolah
dlblayal oleh APBN dan APBD Apablla texjadl hal tersebut, pihak mana yang mencatat.

o di neraca, dan berapa nilai yang dicatat?

Pencatatan aset tetap di neraca tergantung pada maksud penggunaan pihak-pihak
yang gmembiayai kegiatan tersebut. Apabila pemerintah pusat berniat menyerahkan
sekolagh tersebut kcpada'pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak mencatat aset
tetap t!ersebut di neraca, dan tidak menggangarkan dalam belanja modal Aset tetap atau
gedung sekolah tersebut dicatat di neraca pemerintah daerah. N11a1 yang dicatat adalah
sebesar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (APBD), ditambah dengan nilai
APBl\i apabila sudah ada serah terima antara pemenntah pusat kepada pemerintah daerah.

i

j. BUPATI OGAN KOMERING ULU,}
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LAMPIRAN IX.A _
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 27 TAHUN 2015 |
TENTANG TR |
PERUBAHAN ATAS PEILATURAN BUPATI
OGAN KOMERING ULU NOMOR 12 TAHUN 2014

- TENTANG - KEBIJAKAN AKUNTANSI
: PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING

. ULU

PENYUSUTAN BERBASIS AKRUAL

A. PENDAHULUAN _
Penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetép

' - yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan |

ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam SAP,
set tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi

-akumulasi penyusutan. Apabila terjadi - kondisi yang memungkinkan penilaian
“kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun

aset tetap dan akun ekuitas.
enyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yaﬁg dapat
disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk
masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca
daﬁ beban penyusutan dalam laporan operasional.
enyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis
sesuai |[dengan masa manfaat. Metode yang digunakan harus dapat menggambarkﬁn'

- manfadt ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah.

asa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan
jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan
yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

etode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: (a) metode garis lurus
(straightline method), (b) metode saldo menurun ganda (double declining method), (¢)
metodd unit produksi (unit of production method). Selain tanah dan konstruksi dalam
pengerjaan seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset
tersebut. | .

Penyusutan aset tetap merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang

menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuat
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dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang dxgunakan harus dapat menggambarkan
manfa‘Jit ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke
pemerintah.'Nllal penyusutan untuk masing-masing periode dicatat pada akun Beban
Penyusutan dengan lawan akun Akumulasi Penyusutan. '

yug’encatatan penyusutan menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam
akuntansi penyusutan suatu aset tetap pada umumnya adalah penentuan jenis aset yang
disusutkan, jumlah yang dapat dlsusutkan, metode penyusutan dan penentuan masa
manfaat keekonomian, o :
Dengan menyadari permasalahan tersebut, dalam mencatat dan menyajikan
penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Harys dapat diidentifikasi aset tetap yang kapasitas dan manfaatnya menurun;

~ 2. Harys ditetapkan nilai yang dapat disusutkan;
‘3. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.

B. AR PENTING PENYUSUTAN

enyusutan dldeﬁm31kan sebagai alokasi yang sistemnatis atas nilai suatu aset tetap
yarig pat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan
ini mezupakan salah satu penanda pemberlakuan akuntansi berbasis akrual.
Aset tetap merﬁpakan komponen asef operasi pemerintah yang penting dalam
menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap
penurunan kapasitas sejalan'dcngan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu
pc_ﬁwrintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar
da};at digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Pengelolaan aset
ters_cbuL méliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, |
pertukdran, pelepasan, dan penghapusan. Untuk ‘memenuhi kebutuhan tersebut,
péineri.ntah membutuhkan informasi tentang nilai aset tetap yang memadai, dan hal

tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah menyelenggarakan sistem akuntansi aset tetap

-yang informative secara tertib dan tepat waktu,

alah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang
terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam
rangka|penyajian wajar atas nilai aset tetap tersebut, pemerintah dapat melakukannya
melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Llengmgat aset tetap memiliki masa manfaat yang panjang, maka aset tetap
merupdkan suatu unsur laporan keuangan pemerintah yang paling konkrit mengemban

asumsi[perlunya pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan antar generasi. Adanya
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penyusutan akan memungkinkan pemerintah untuk setiap tahun memperkirakan sisa
manfaat suatu aset tetap yang diharapkan dapat diperoleh dalam masa beberapa tahunke

~ depan. | |
' ID1 sampmg 1tu; adanya penyusutan memungkmkan pemermtah mendapat suatu =
si tentang keadaan poten31 aset yang dmnhkmya. Hal i ini akan memberi informasi N
| kepad pemenntah' suatu pendekatan yang lebih 51stematls dan logls dalam
) menga ggarkan berbagal belanja pemelibaraan atau bahkan belan]a modal untuk
o mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. , _ '

raian di atas men]elaskan arti pentmg penyusutan bag: penyajian laporan
keuangan yang lebih wajar. Arti pentingnya untuk menunjukkan kapasitas yang tersedia
tcntuz membuat arti penting penyusutan tidak terlepas dari kondisi aset tetap itu

Jika asset tetap menghadapl berbagal permasalahan seperti permasalahan

sendiri.

menge ai kejelasan nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat, atau pengelompokannya, _

| x et o | maka enyusutan pun akan terkena dampaknya. Tanpa adanya 1nforma51 nilai aset tetap
. yang dapat dlsusutkan dan masa manfaatnya, maka penentuan besarnya penyusutan tldak
d_apat lakukan_ ' '
C. P SYARAT PENYUSUTAN _

B ienyusutzm adalah aloka51 yang 51stemat15 atas nilai suatu aset tetap yang dapat -
disusutian selama masa manfaat yang bersang,kutan. Kapasitas atau manfaat suatu asset
tetap ernakm lama ‘semakin menurun 'karena dlgxmﬂkan dalam keglatan opera31
peme intah dan sej jalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun '

~Tujuan utama dan penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi
~ pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasamya adalah -
4?1’.,, menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu

ian aset tetép dalam kegiatan pemerintahan. :
LBntuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah :
1. Identitas Aset yang kapasitasnya menurun

2. Nil yéng Dapat Disusutkan

3 Masi Manfaat dan Kaprasitas Aset Tetap

1. Ide titas Aset yang Kapasitasnya Menurun
~Aset tetap harus dapat diidentifikasi -sehingga dapat dibedakan antara aset tetap
. yang dapat menurun kapa51tas dan manfaatnya dengan aset yang tidak menurun kapasitas -

dan aatnya. Aset yang kapasxtas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan .
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mesin,i gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan sebagainya. Sedangkan aset
yang tldak menurun kapasitas dan manfaatnya atau ‘bahkan bertambah nilainya adalah
- tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan
. manfaamya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya,
aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.

2. Nilai yang Dap;at Disusutkan
| ilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis,
sehmgba kecuali karena kondisi yang tidak memungkmkan perolehan nilai historis, nilai
- asset tgtap yang diakui secara tmum adalah nilai perolehannya Tanpa mengetahui nilai
perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung.
Selain |itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besgmya nilai buku. Nilai buku
diper_o eh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.

-
Syl

3. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap
}uatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati
lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-
beda. Jkda yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak.
Suatu i endaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan
dari prf)dusen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja
penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau
jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak
mempunyal unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah 1nd1kator
penggéntl seperti prakiraan potensi masa manfaat.
f‘?r . ' '#erhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang
' masa énanfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok
membt’ztixhkan ketetapan prakiraan tentang masa manfaatnya. Masa manfaat ini secara
teknis iakan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau
intensifnas pemanfaatannya. Oleh karena sifat fisik dan kerentanannya terhadap perubahan
teknolé)gi misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang
lebih pendek daripada gedung dan bangunan. [ntensxtas dan cara pemakaian bus pegawai
_dlbandlmgkan dengan lemari pajangan mlsalnya akan mengarahkan pada anggapan
| bahwalmasa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan,
- Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator

total ufnit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara

i
T
H
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berkelpmpok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang total unit manfaat potensial
Manfaat aset dengan indikator manfaat yang spesifik ini secara teknis akan bergantung
pada karaktenstlk fisik atau teknolo gi, cara pemanfaatan, atau mtensﬁas pemanfaatannya

juga. ada kelompok aset tetap, mlsalnya peralatan dan mesin, mungkm akan dl_]umpal
bahw 1nten51tas pemanfaatan kendaraan yang didkur dalam jarak per]alanan yang
dltem uh, berbeda satu sama lain. Jumlah jarak yang dltempuh oleh bus pegawaJ

mis akan berbeda dari Jarak yang ditempuh oleh mobil dinas kepala kantor.

crbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk
mene_ pkan metode penyusutan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaamya
dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau

enurun berganda. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadl dasar perhltungan
penyusutan

b

Masa manfaat untuk asset tetap yang dumllkl oleh’ Pemermtah Kabupaten
Kabupaten Ogan Komermg Ulu adalah sebagm benkut

Uraian . o Masa Manfaat

(Tahun)

ASET|\TETAP

Peralﬂtan dan Mesin

Alat-alfit besar darat 10

Alat-al%it besar apung

Alat-alat bantu

Alat angkutan darat bermotor

=4

Alat angkutan darat tak bermotor

¥,

i

>

Alat angkut apung bermotor =~ - . : 10

Alat anjgkut apung tak bermotor : : 3

Alat angkut bermotor udara : : - i - 20

Alat bengkel bermesin : 10

Alat bengkel tak bermesin

Alat ukur

Alat pengolahan pertanian

Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pertanian

Alat kantor

| Al & ] hl W

Alat rumah tangga
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Peralatan komputer

Meja dan kursi kerja/rapat pejabat

Alat sthdio
Alat k(émmikasi : ;
Peralaf?n pemancar 10 E
Alat keidokteran 5. 1
Alat kél.:sehatan | 5 ,
| Unit-unit laboratorium 8 ;

Alat pe{';ragaf praktek sekolah 10
Unit alat laboratorium kimia nuklir 15

'[Alat laboratorium ﬁsika nuklir/elektrohika 15 -
Alat proteksi radiasilproteksi lingkungan 10
Radiation aplication and non destructive testing laboratory 10
(BATAM) | |

| Alat laboratorium lingkungan hidup 7
Peralatan laboratorium hidrodinamika 15
Senjata api 10

| Persenfataan non senjata api 3
Alat keamanan dan perlindungan 5
Gedun}g dan Bangunan - . 7
Banguitxan gedung tempat kerja 50
Bangunan gedung tempat tinggal 50
Bangultaan menara 40
Bangunan bersejarah 50
Tugu peringatan 50
Candi 7 50
Monumenfbangﬁnan bersejarah 50
Tugu peringatan lain 50
Tugu titik kontrol/pasti 50
Rambu-rambu 50
Rambu-rambu lalu lintas udara 50
Jalan, [rigasi dan Jaringan
Talan 10
Jembatan 50
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Banguhan air irigasi 50
~ | Bangunan air pasang surut - 50
Bangmilan air rawa 25
Bangmllan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam - 10
Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah 30
. Bangm;‘lan air bersih/baku 40
Bangunan air kotor 40
Instalasi air minum/air bersih - 30
Instalasi air kotor 30
Instalasi pengolahan sampah 10
Instalasi pengolahan bahan bangunan 10
Instalasi .pembangkjt listrik 40
Instala7;i gardu listrik 40
Instalaj?i pertahanan 30
Tnstaladi gas 30
Instalasi pengaman 20
Jaringan air minum 30
Jaringan listrik 40
Jaringan telepon 20
Jaringan gas 30

. D. PRCi)SEDUR PENYUSUTAN

Prosedur penyusutan sebagai berikut:

1. [Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan
Perigeloﬁ;pokan Aset Tetap
Penetapan Nilai Wéj ar Aset Tetap
Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan
Penetapan Metode Penyusutan
Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
Penyajian Penyusutan

S A o

Pengungkapan Penyusutan di dalam CalK
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1. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Dlsusutkan .
Langkah ini untuk meyakmkan bahwa entitas akuntan31 yhng akan melaksanakan
pencatbtan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah dan konstruksi

dalam pengerjaan sebagal aset tetap yang akan disusutkan. Langkah—langkah yang harud
dilakukan adalzh: C |

a. Dathkan daftar aset tetap yiang disajikafn dalam neraca;

b. Identifikasi apakah Neraca menyajlkan pos Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan; _
c. Jika Neraca menyapkan pos Tanah dan Konstruksi dalam Pengeljaan, dikeluarkan dari

daPru aset tetap yang akan dlsusutkan
2. Pen’Lelompokan Aset
a. Asel Berkelompok :
‘enyusutan dapat dllakukan tcrhadap aset tetap secara mdxvxdual Akan tetapl,
':%1* o penyu utan dapat’ pula dllakukan terhadap sekelompok aset sekahgus Hal ini tentu

memerlukan pemahaman tentang cara-cara pengelompokan aset. Jika aset yang
seyo vanya disusutkan per kelompok tetapi dlsusutkan secara md1v1dua1 maka akan
menimbulkan permasalahan sebagai berikut: . ' .
1). Penyusutan adalah pengakuan atas pengkonsumsian rmanfaat suatu aset atau
berlalunya waktu yang membuat suatu aset menjadi usang atau rusak. Secara teknis, B
adajaset yang baru bisa dimanfaatkan sekaligus bersamaan dengan aset lain, tetapi ada
_phl yang bisa dimanfaatkan secara individual Jika aset yang manfaatnya hanya ada
secara berkelompok tetapi dipandang dapat dimanfaatkan secara individual, maka
. pengertian konsumsi manfaat menjadi dilanggar.
2). Jlkla masalah pertama terjadi, maka pengakuan penyusutan menjadi tidak sepadan
&'_‘j,_,:;: " dengan manfaatnya. Misalnya, kursi tamu dari kayu jati dan meja tamu dari besi dan

oV

kac yang dibeli dengan harga satu set. Seyogyanya keduanya dianggap sebagai asset
y inanfaatnya hanya ada secara kelompok. Daya tahan kedua aset secara individual
bisd jadi berbeda, karena meja dari besi dan kaca bisa jadi lebih rentan terhadap
ken.!lsakan akibat karat dan pecah. Akibatnya secara individual, masa manfaat kedua
ansel:,l secara individual akan berbeda yang pada gilirannya akan menghasilkan dua
penyusutan yang bila dijumlah belum tentu sama dengan jika keduanya
disusutkan secara berkelompok.
Berdasarkan dua permasalahan di atas, langkah-langkah pengclompokan aset yang
perlu ILkukan adalah sebagai berikut:
1. Daltaatkan seluruh daftar aset tetap;

H
i
|
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2) Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagal aset yang harus disusutkan secara
berkelompok dengan kriteria sebagai berikut: ‘
a) |Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa
manfaat yang sama; _ ) i .
b) {Manfaat secara teknis suatu aset sangat befgantung p:ida aset lain (peralatan
kesehatan seperti kameré sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
¢) |Pembelian . aset dilakukan secara berpasangan dan ha;ga belinya merupakan
keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan
perangkat lunaknya); ‘ o _ .
d) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi
kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan
karena kedekatan teknik dah konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).
3). Dapat.kan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya, n
4). Susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya

b. Aset Individual |
. Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria yang dibutubkan pada butir (2) diatas,
misalnya gedung dan bangunan, dapatkan catatan nilai awa!l tiap individu aset. Kemudian

susun daftar aset individual dan nilai awalnya
3. Pengetapan Nilai Wajar Aset Tetap : _

asalah penyusutan yang paling pokok adalah penetapa.n' nilai aset tetap. Nilai
asset tetap adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan. Akan tetapi,
sebagaimana dijumpai dalam penyusunan neraca awal, penilaian aset tetap adalah
masalah vang cukup pelik karena hal-hal sebagai berikut:

a. Dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak Jelas sehmgga pengakuan aset sebagai
'suatu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas. _

b. Akte jual beli, kuitansi pembelian, atau catatan lain yang nienuﬁjukkan nilai suatu aset
tetap pada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap. Hal ini bisa disebabkan aset
tld.l.n.k diperoleh dengan cara membeli, atau dokumen bukti nilai perolehan rusak atau
hil

c. Ter adap aset tetap yang tergolong dalam masalah b) belum d1lakukan penilaian oleh

penilai yang profeswnal
4. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan
leh karena asct tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual,
untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah,
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maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang.
bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat

disusutkan.

5. Penetapan Metode Penyusutan :
enghitungan besarnya penyusutan setiap periode ditentukan menggunakan metode
penyusutan, PSAP 07 menyediakan tiga metode yang dapat digunakan. Metode

.penyujutan bebas untuk dipilih. Secara umum ketiga metode dimaksud selalu

diasosiasikan dengan tingkat kerumitan penghitungan penyusutannya, Dalam hal ini,
metode garis Jurus adalah metode yang paling pdpuler karena dirasakan pal.ing sederhana,
sedangkan metode yang dirasa paling rumit adalah metode saldo menurun berganda.
tetapi, di lvar dari pertlmbangan kerumitan, sebenarnya metode penyusutan
dapat rLk:utkan dengan karakteristik aset, cara dan intensitas pemanfaatannya. Jika unit
manfaat bersifat spesifik dan terkuantifikasi, maka perhitungan penyusutan yang lebih
logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode unit produksi. Jika
in'tensiftas pemanfaatan bersifat menurun dalam artian pémanfaatan di masa awal
pengal%dian asset tetap lebih intensif daripada di akhir, maka perhitungan penyusutan
yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode saldo

menu bergahda. Akan tctapi jika unit ‘masa manfaat kurang spesifik dan tidak

terku _ﬁfikasi, atau ‘kalaupun spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan hendak

dilakul‘{an semudah mungkin, maka perhiﬁmgan penyﬁsutan yang leﬁih logis dan

propor'swnal dapat dilakukan dengan memakai metode garis lurus.

Dengan pengertian di atas, Iangkah—langkah penctapan metode penyusutan adalah

sebagal berikut:

a. identifikasi karakteristik fisik aset tetap, kespesifikan dan keterukuran total unit

ma.nj._faat potensialnya, dan cara serta intensitas pemanfaatannya;

b. Jikajaset tetap memiliki total unit manfaat potensial (perkiraan output) maupun jumlah

pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, maka digunakan penyusutari
metode unit produksi; ' .

c. Daltk.m ha! akan menggunakan penyusutan metode unit produksi, tetapkan perkiraan
total output (kapasitas manfaat potensial normal). Hal ini dapat ditentukan dengan
menggunakan data dari pabrikan atau dengan taksiran pihak yang berkompeten;

d. Jikd aset tetap dinilai tidak memiliki perlaraan total output atau manfaat potensial
maupun jumlah pemanfaatah per periode yang spesifik dan terukur, tetapt diyakini
bahwa cara dan intensitas pemanfaatannya lebih besar di awal masa manfaat aset,

- maKa digunakan penyusutan metode saldo menurun berganda;
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e.J 1ka, aset tetap tidak memiliki total unit manfaat potensial maupun _|umlah pemanfaatan
_ per! periode  yang spes1ﬁk dan terukur dan cara serta intensitas
perﬁanfaatannyasepanjang masa manfaat aset juga tidak Jclas, serta ditambah dengan
keullgman mendapatkan metode penyusutan yang praktls, dlgunakan metode
penl‘yusutan garis lurus; '

f. Daldm hal menggunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda,

tetapkan masa manfaat setiap aset tetap;

g Wa.,aupun diketahui perkiraan total oufput atau manfaat aset tetap seperti dimaksud
pom (c) atau penurunan 1nten51tas pemanfaatan dapat ditentukan seperti dimaksud
pom (d), demi alasan kepraktisan, perhxtungan dengan menggunakan metode garis
lun?s dapat diterapkan;

h. Kebl_;akan yang berhubungan dengan pcnyusutan dicantumkan dalam Kebuakan
Akuntan31 _ : ,

i. Dal{i.m kebijakan akuntansi tersebut minimal berisikan hal-hal sebagai berikut:

1) Identlﬁkam aset yang dapat disusutkan.
- 2) Metode penyusutan yang digunakan.
3) l\rlasa manfaat atau tarif penyusutan.

t
0

' Da]ami hal ini Pemerintah Kabupate‘n‘OKU melakukan penyusutan dengan metode garis

lurus dengan rumus sebagai berikut:

Nilai yang dapat disusutkan
" Penyusutan per periode = :

'Masa manfaat

6. Peril]itungan dan Pencatatan Penyusutan
ﬁangkah—langkah dalam melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan :
a. Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus
untik metode yang dipilih/ditetapkan;
b. LakLkan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten
ai pada akhir masa manfaat aset dengan mendeblt akun Beban Penyusutan dan
‘mengkredit Akumulasi Penyusutan;
c. Susun Daftar Penyusutan guna memf35111ta51 pcrhltungan penyusutan tahun-tahun
benLutnya -
' |
|

f
4
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Metode Gans Lurus
. Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dxlakukan dcngan
mengalokasikan beban penyusutan secara merata selama masa manfaatnya. Persentase
penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengalir nilai yang dapat
disusutkan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun. | '
- Contoh perhitungan: '
a. Dar{ Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui:
o 1) Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai
dengan KIB adalah sebesar Rp10.000.000. , | '
2) Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat
pertalatan dan mesin menetapkén mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5
-  tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.
%E Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun
' pertanma hingga kelima adalah sebagai berikut: |
a. Nildi aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp10.000.000. |
b Penyusutan tahun pertama adalah Rpl 0.000.000,00 : 5 = Rp2.000.000.

7. Penyajian Penyusutan - -
Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam " Neraca dan Laporan h
“ Operasional. Penyusuan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang
mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional
sebagai beban penyusutan Neraca menyajlkan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai
o _ perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat
CJ} | yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai
pe_:role]Lan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun Akumulasi
Penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku
keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan zikumul_asinya :
serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan AtasrLaporan Keuangan. |

8. PenFungkapan Penyusutan di Dalam CaLK

informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah :
a. | Nilai penyusutan.
b. | Metode penyusutan yang digunakan.
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.| Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. _
d. | Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

(eempat hal di atas harus disajikan dalam Neraca, Lapoi'an Operasional dari
1 atas Laporan Keuangan, Secara lebih rinci, hal-hal yang harus dmngkapkari
dalam Catatan atas Laporan Keuangan adala.h
a. Kebljakan Akuntanm

Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah

y: g mcnyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya, jika ada. Sebagai
contoh, penetapan metode penyusutan Pada Catatan atas thoran Keuangan dapat
menguraikan hal-hal sebagal berikut :
Mesin fotokopz disusutkan dengan menggunakan metode umt produksi. Jalan raya
disusutkan dengan- menggunakan metode penyusuran saldo menurun berganda.
Selain itu, penyusutan atas seluruh aset tetap dilakukan deng&n metode garis lurus.

b. Dafiar Aset dan Penyusutannya; '

~ Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam Catatan atas Laporan Keuangan

- juga dapat dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya guna menunjukkan nilai
perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku per masing-masing individu
asset dan kelompoknya. Apabila disajikan catatan untuk masing-masing aset tetap

maka besarnya penyusutan dan akumulasi penyusutan merujuk ke akun Akumulasi -

Pepyusutan.

E. HAL - HAL KHUSUS YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUTAN

1. Penyusutan Pertama Kali

encatatan penyusutan pertama kali besar kcmungkman akan = menghadapi
permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan,
karena) aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-

tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan .

dilakukan pada akhir tahun 2013, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis asset
berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperdleh pada tahun-tahun sebelum
tahun anggaran 2013 dan yang diperoleh pada tahun 2013.

ika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil |

dltetapa(an memiliki masa manfaat selama lima tahun dan penyusutannya memakai
metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2013, dapat terjadi variasi permasalahan sisa
masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

Revisi Kebijahan Akuntansi Pemerintah Kabupaien Ogan Komering Ly 76

-




i)
oy
A

LT

| No |} . Saat Perolehan Aset Sisa Masa Manfaat per Masa Manfaat yang sudah

31 Desember 2013 : dilalui dan yang harus _

- dijadikan dasar penyusutan

: : o ~ per 31 Desember 2013
! ||Awal tahun 2008 dan 0tahun : 5 tahun
Sebelumnya ' ' :
2 |[iAwal tahun2009 0 tahun , 5tahun

3 | !/Awal tahun 2010 1 tahun 4 tahun
4 | !Awal tahun 2011 2 tahun 3 tahun
5 ||Awal tahun 2012 -3 tahun 2 tahun
6 {iAwal tahun 2013 4 tahun 1 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2013 dan masa manfaat yang
sudah Pilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2013 di atas,
maka per 31 Desember 2013 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa
manfa:';t yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember
2013. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2010 misalnya, tidak disusutkan setahun
sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada mﬁm 2013.

Contoh perhitungan penyusutan untuk pertamakali disajikan dalam ilustrasi |
bte:riku| t: | .

Pemda X menyusun neraca awal per 31 Desember 2005. Pada tahun 2013 untuk
pertam:a kalinya Pemda X menerapkan akuntansi berbasis akrual dan penyusutan aset
tetap untuk pertama kali. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian

sebagai berikut:
Tahun Perolchan Nilai di Neraca per 31 Desember 2013
{(awal tahun) (sebelum penyusutan)

2006 ~125.000.000

2007 150.000.000

2008 160.000.000

2009 90.000.000

2010 125.000.000

2011 150.000.000

2012 160.000.000

2013 180.000.000

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 5 (lima) tahun. Perhitungan penyusutan aset
tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
" a. Asef yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan
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b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hmgga satu tahun sebelum
dlmulmnya penerapan penyusutan

c. Aset yang dlperoleh sebelun penyusunan neraca awal

a. Aset yang dlperoleh pada tahun dlmulamya penerapan penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan Perhltungan penyusutannya
adalah untuk tahun 2013 { 1 tahun) saja, ya.ltu '
!.

Tahun Perolehan :
, ;

Nilai di Neraca
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Umur (Masa Penyusutan
: (Flwal tahun) (Sebelum ~ Manfaat)
1 2 . - 3 4=(20 % x 2)
| 2013 180.000.000 - 5 36.000.000
‘—;u't-ii Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Deseinber 2013 dan masa manfaat yang
| sudah dllahn dan yang barus dgadlkan dasar penyusutan per 31 Desember 2013 di atas,
maka per 31 Desember 2013 _|umlah penyusutan adalah proporsional dengan masa
manfzmt yang sudah dilalui da.n yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember
2013. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2010 misalnya, tidak disusutkan setahun
sebaggimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2013. '
b. Asert yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun
sebelum dimulainya penerapan penyusutan :
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari
penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:
_ Tahun Nilai di Masa Penyusutan Penyusutan Tahun 2013 (Tahun
%z. T Peroleh | = |Neraca Manfaat per tahun Pertama) :
Tay an - Sebelum yg. _ :
‘(awal | penyusutan) sudah Koreksi | Tabhun Jumlah
tahun) | | dilalui s.d. Tab“ﬂ-fah“ﬂ} - 2013
t 1 Januari|. _sebelumnya
‘ o 2013
1 P2 : 3 4(20%x2). 5=3x4 6=4 7=5+6
2006 125.000.000 >5 25.000.000 125.000.00 } O 125.000.00
|
2007 150.000.000 >5 30.000.000 150.000.00 { O 1 50.00_0.00
i .
2008 160.000.000 >5 160.000.00 | 0 160.000.00
: 15000.000 00,000 | 90.000.000
2009 | $0.000.000 4 18.000.000 72.000.000 | 18.000. .000.
2010 | 125.000.000 3 25.000.000 75.000.000 | 25.000.000 | 100.000.00
2011 150.000.000 2 - 30.000.000 60.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000
2012 | 160.000.000 1 32.000.000 32.000.000 | 32.000.000 | 64.000.000
| ,
1
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[ Jumlah] | | ] [ 674.000.00 | 105.000.0 | 779.000.00 | -
c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal -

Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca

awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal

tersebut, .‘ _ _
ntuk menghitung penyixsutaxmya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat
penyusunan neraca awal. Seianjutnya dihitung masa antara néracar awal dengan saat
penerapan penyusutan.
isalnya Aset Pemda X yang dlperoleh pada tahun 2003 tersebut sudah disajikan
ber kan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2005. Nilai aset adalah
sebésaL Rp90.000.000, dengan sisa umur ditetapkan 3 tahun. Perhitur‘lgan penyusutannya

adalah| sebagai berikut:
' %?; Tahun Nilai Sisa Masa | Penyusutan Penyusutan Tahun 2013
- Neraca ' Masa | Manfaat| per tahun -
Awal 7 Manfaat| antara | - Koreksi Tahun| Jumlah
(akhir || saat | meraca | Tahun- 2013
tahun) B neraca | awals.d. tahun
awal 1 | sebelumnya
(tahun) | Januari
' 2013
1 2 3 4 530%x2)] 6=4x5 7=5 7=5+6
2005 || 90.000.000 3 0 30.000.000 90.000.000 0 | 90.000.000
_ 2. Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan

alaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya
menjari, Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti
ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan
maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap
yang angkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang
telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ' '
3. Penjualan Aset Tetap'yang Telah Disusutkan Seluruhnya

alam hal terj adi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan,
maka asil penjualan tersebut dicatat sebagax surplus/defisit penjualan aset tetap pada
Laporan Operasional.
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~ tahun benkutnya ‘

4. Tukar - Menukar Aset Tetap
ukar menukar aset tetap dapat dllakukan antar pemenntah sesuai dengan peraturan
g-undangan Pertukatan dapat dllakuka.n atas aset tetap yang se_]ems dan dapat

baran yang tidak sejenis msalnya komputer dengan mobﬂ gedung dengan tanah,
'ertukaran aset yang “tidak sejenis  dicatat sebesar mla1 tercatat aset yang

.dlseral‘lkan setelah dxsesualkan dengan ]umlah kas yang dlserahkan. Artinya mIa1

perole han dan akumulam penyusutan aéet tetap yang dlserahkan harus dlketahm _
Misalkan sebuah kendaraan dengan harga i)erolehan Rp70.000.000 dan masa manfaat 7
tahun 1elah dlsusutkan 5 tahun dengan mehggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya

. atau mlal bukunya adalah sebesar Rp20 000 000, Aset tersebut ditukar dengan satu umt

genset Dlasumsﬂ(an bahwa ma31h terdapat penyeraila.n uang kas sebesar Rp2.500. 000

" maka hilai aset tctap yang cilperoleh adalah sebesar Rp22 500.000. Manfaat aset tetap

yang diterima dltentukanrkembah agar dapat dltentukan perhitungan penyusutan untuk -

Pertukaran aset tetap yang sejems hdak dlakul adanya laba rugi. Dalam keadaan
demlk an, nilai aset tetap yang dlperoleh dlcatat.scbcsar mlm tercatat asset yang

diserahkan Akan tetapl tetap masih ada penentuan masa manfaat ditentukan penyusutan

aset yai g dlperoleh agar dapat. BEL

© 8, Per aikan Aset Tetnp yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasntas Manfaat

erbalkan yang dllakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau
menambah kapasnas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk

perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (capital expenditure). Pengeluaran

~ seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan

masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. _
- Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.
Artinyh, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang

. bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai

baru yang dapat disusutkan selama sxsa masa manfaat aset yang bersangkutan. Misalkan
suatu dset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000 dengan masa manfaat 10
tahun felah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan
déngan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000. Pengeluaran tersebut akan menambah

masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6

Revisi Kebijakan Akuniansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 80




adalah' sebesar Rp30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000.
Perbaikan sebesar Rp 12.200.000 ditambahkan ke nilai buku schingga nilai yang
disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000 dan akan disusutl_{an selama 7 tahun.
Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun 'bérikutnya adalah sebesar
Rp4.600.000. ' ' |
ika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi I'

-

bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besamya
penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset

- 4 tahun adalah sebesar Rp8.050.000 per tahun

6. Penyusutan atas Aset Tetap Secara Berkelompok

‘iset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis
sangat besér. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar.
Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang

signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif

kecil. Iu.isalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar
dapat | dilakukan dengan menghitung pen}%usutah setiap jenis aset tetap yang
bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak
tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mﬁngkin biétya yang dikeluarkan
lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis

untuk *nenghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

l?t’enghitungan penyusﬁtaﬁ untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan
dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan
dari kelompok aset tersc_:but. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut

| misﬁlnyé masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka .

pen yuslutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis
lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan Misalnya saldo awal per[cngkapan
kantor]awal tahun Rp200.000.000 dan saldo akhir tahun Rp300.000.000.- Maka rata-rata

 nilai crléngkapan kantor adalah Rp250.000.000. Dengan persamaan masa manfaat
perlcn ,kapan kantor mlsalnya 4 tahun maka besamya persentase penyusutan 25%.

Dengan demikian besamya penyusutan untuk tahun yang bcrsangkutan adalah sebesar
Rp62.500.000.
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7. Perhitungan Penyusuiah Aset Tetap yang Diperoleh Tengai: Tahun
set tetap dlperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun Ada kalanya aset tetap
dipero eh awal tahun, pertengahan tahtn atau akhir tahun, Hal ini menimbulkan

perm alahan dalam penglutungan penyusutan. Permasalahan yang timbul berbentuk

pertanj aan apakah aset tetap yang diperoleh sepanjang tahun penyusutannya tetaﬂ
dlhmmg satu tahun penuh? Atau apakah penyusutan dlhxtung berdasarkan waktu aktual

perole aset tetap yang bersangkutan'? Atau pcrhmmgan dlbulatkan dalam bulan atau
semes er‘7 ‘-

1

ermasalahan tersebut dl atas dialami khusus untuk aset tetdp yang akan dlsusutkan
berdasLirkan waktu (masa manfaat) Perolehan di tengah talin akan mempengaruhl

'beaamya penyusutan untuk tahun perolehan yang bcrsangkutan dan untuk tahun akhlr

masa manfaat. Aset tetap yang disusutkan .berdasa:kan aktivitas mlsalnya aset tetap yang -
disusutkan menurut metode unit produksi tidak mengalami masalah. Penyusutan
ditentukan berdasarkan jumlah output sehingga tidak menjadi masalah apakah outpuf '
terseblLt dihasilkan awal tahun, tengah tahun atau akhir tahun Penentuan besarnya
penyusutan dilakukan berdasarkan cut-off output '

Untuk menentukan waktu yang akan dlgunakan dalam perhnungan penyusutan aset
yang t peroleh di tengah tahun ada beberapa pendekatan yang dapat dlgunakan
a. Hdgn penggunaan ' _ |
Dalam pendekatan ini digunakan hari aktual penggunaan aset tetap sebagai dasar
perhitungan. .Misalnya, jika suatu éset diperoleh tanggal 1 Oktober 20x1 maka beban
penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung 92 hari yaitu dari tanggal 1 Oktober ke
31 Desember 20x1. | '
b. Bulan penggunaan _
DJ:ngan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan
berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Dalam contoh nomor 1 maka
pérolehan aset tetap terscbut dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November, dan
‘_ D:Lsember Mesklpun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu
yaLg dlgunakan tetap tiga bulan. '
c. Semester (tengah tahunan) - .
- Pe dekatan tengah tahunan menggunakan waktu enam bulan sebagai titik pencntuan -
" waktu untuk menghitung besarnya penyusutan, Jika suatu aset diperoleh di semester
pelrtama maka penyusutannya dihitung penuh satu tahun akan tetapi jika dlperoleh
pa’da semester kedua maka penyusutannya dihitung setengah tahun. Akan tetapi
perhitungan semester di awal masa penyusutan diperhitungkan dengan semester di
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- akhir tahun masa penyusutan.

'd.. Tahunan

Pinyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru dipercleh satu atau dua
~ bulan atau bahkan dua hari. Pendekatan ini disebut pendekatan tahunan.

Entitas pemerintah yang akan memperoleh aset tetap di tengah tahun dapat memilih
. pendekatan-pendekatan yang disebut di atas dalam menghitung besarnya penyusutan.

an tetapi kebijakan yang manapun yang dipilih harus ditetapkan dalam kebijakan
~ akuntansi.

8. Pernbahan Estimasi dan Konsekuensinya

a. Umur aset sesungguhnya lebih dari estimasi

A kalanya masa manfaat aset tetap lebith lama dari perknaan dalam menentukan
penyusutan. Setelah perklraan masa manfaat dilalui dan akumula51 penyusutan telah

sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. -

Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai

wajar. Oleh karena nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) tidak ada lagi

mhka atas aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset -

tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya

tetap dicantumkan dalam neraca. '

a. Penghentian Penggunaan

Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi.
Ada ka]aﬁya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai

alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak

e dibusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke
' iﬁ% . asset lain-lain ‘dapat digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak
berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak
berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain. Jika

-

digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis
p yusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau
saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini

‘dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tctap mengalami penurunan m1a1
meskipun tidak d:gunakan
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- 9. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Dilepaskan di Tengah Periode
Akuntansi ; |

Adakalanya suatu aset tetap chhapuskan dari neraca dikarenakan dijual/

dipe :

kan/diserahkan kepada entitas pelaporan lainnya. Permasalahan yang muncul |
" adalah perhitungan beban penyusutannya. '
M salnya, kebuakan akuntansi suatu entitas pelaporan atas penyusutan aset tetap

g berdasarkan penode semesteran, Suatu kendaraan bermotor mempunyai mlzh

aan bermoior diserahkan ke entitas lain. Ter_hadap transaksi tersebut, akumulag.:

penyusu:an kenddraan bermotor yang dikeluarkan dari neraca adalah sebesar akumulasi
_ _ \ ,

penyusuran per periode terakhir sebejum tanggal pelepasan, yaitu sebesar Rp 60.000.000.

-’

= | Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULV, Z
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